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ABSTRACT

DISTRIBUTION POLICY IMPLEMENTATION PLAN
SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE (BOS)
EDUCATION IN THE DEPARTMENT OF YOUTH AND SPORTS
ARU ISLANDS DISTRICT

Nurtje Irine Djoys Guyen
The Open University
nurtjea ahoo.co.id

Keywords : Policy Implementation, BOS Funds

BOS program mandated by the government in order to” realize low-
education even free. But the government in its implemeniation still look less
serious, this is reflected in the guidelines made impressed opportunity or an
opportunity for the school to remain in the “collection of the student's
parents. Potential evaporation greater BOS fund¢, allowing the corruption that is:
when the BOS funds are made directly to the school, as this enables delivery
models no corrupt practices under the pretext/of asking for fees or kickbacks
mainly from schools to offices.

The purpose of this study.is.t0” analyze the implementation of the
distribution of School Operatiohal\Aid (BOS) at the Department of Education,
Youth and Sports Aru Islands and try to analyze the various factors that affect the
implementation of the distfibation of School Operational Assistance (BOS) in the
Aru Islands.

Researchers 4ised a theoretical approach that Edward III tries to analyze the
factors that affect\the itiplementation of the BOS Fund Distribution based on the
factors Comimunications, Resource factors, factors Disposition / Periaku and
structure factors'Birokarasi happened in the Department of Education Youth and
Spors of the Aru Islands.

This'study used a gqualitative approach, in order 10 obtain a complete picture
of the informant research so as to describe the focus of research on the distribution
of BOS funds to ease the people's burden Financing Compulsory Education in the
framework of the Grade 9 year.

Results of the analysis showed that the implementation of Opeerasional
School Aid Fund Distribution is carried out in accordance with the rules made by
the Central Government and its distribution directly sent through the schools
accounts but the rules still can be abused for the benefit of individuals and the
success of the implementation of the School Operational Assistance Fund
distribution is affected by factors that occur with good commumication between
local government and central government, local government aperatur Resource,
disposition / behavior of aperatur, bureaucratic structures both in the local
government.
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Program BOS diamanatkan pemerintah guna mewujudkan pendidikan
murah bahkan gratis. Namun dalam implementasinya pemerintali masih terlihat
kurang serius, hal ini tergambar dari petunjuk pelaksanaan yang dibuat terkesan
membuka peluang atau kesempatan bagi sekolah ‘untuk tetap melakukan
pemungutan terhadap orang tua siswa. Potensi menguapnya dana BOS semakin
besar, memungkinkan terjadinya praktek korupsi/yaitu’:” saat penyaluran dapa
BOS dilakukan secara langsung ke sekolal, .model penyaluran seperti ini
memungkinkan ada praktek korupsi dengandalih smeminta fee atan wang pelicin
terutama dari sekolah untuk dinas.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk .menganalisis Implementasi Kebijakan
Penyaluran Dana Bantuan Operdsional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten\Kepulauan Aru dan mencoba menganalisis
berbagai faktor yang mempefiganihi lmplementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan
Operasional Sekolah (BOS))di-Kabupaten Kepulauan Aru.

Peneliti menggunakan pendekatan teori Edward III yaitu mecoba
menganalisis faktor-faikior yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan
Penyaluran Dana ROS dengan berpatokan pada faktor Komunikasi, faktor Sumber
Daya, faktor Disposisi/Periaku dan faktor Struktur Birokarasi yang terjadi di
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan maksud untuk
memperoleh gambaran yang utuh atas informan penelitian sehingga dapat
menjabarkan fokus penelitian tentang penyaluran Dana BOS untuk meringankan
beban masyarakat terhadap Pembiayaan Pendidikan dalam rangka Wajib Belajar 9
Tahun yang Bermutu.

Hasil analisis menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana
Bantuan Operasional Sekolah sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang
dibuat oleh Pemerintah Pusat dan penyalurannya langsung di kirim melalui
rekening  sekolah-sekolah tetapi aturan-aturan tersebut masih dapat
disalahgunakan untuk kepentingan perorangan dan kesuksesan implementasi
kebijakan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah dipengaruhi oleh faktor-
faktor komunikasi yang terjadi dengan baik diantara Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Pusat, Sumberdaya aparatur pemerintah daerah, disposisi/perilaku
para aparatur, struktur birokrasi yang baik dalam pemerintah daerah.
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BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

A. KAJIAN TEORI
1. Hasil Penelitian Terdahulu

Kajian ini akan membahas beberapa hasil penelitian terdahulu yang ada
rel‘evansinya dengan rencana penelitian, sebagai bahan perbandingan dan
rekomendasi peneliti. Fokus kajian ini akan melihat konsep<konsep atau teori-
teon apa saja yang dijadikan landasan pemikiran, masalahapa yang dijadikan
kajian, bagaimana hasil-hasil penelitian tersebu{ dapdt” mendukung terhadap
rencana penelitian tesis ini, apa kesimpulanrya; dén saran dari hasil penelitian
tersebut.

Penelitian yang dengan penelitian ini adalah yang dilakukan oleh :
a. Sopha Julia, 2010.

Bahwa pelaksanaap” pemanfaatan program BOS Topik penelitian mengenai
Bantuan Operasional-Sekolah ini terbukti berjalan efektif, meskipun tidak cukup
sempurna. Hal‘pada kondisi lapangan. Hasil penelitian menjelaskan beberapa
analisis yang” berkenaan dengan efektivitas program BOS meliputi evaluasi
program masukan (input), pencapaian proses program BOS, pencapaian hasil
(output) yang salah satunya meliputi peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun,
serta konflik/hambatan yang menyertai pelaksanaan program BOS di Kecamatan

Pesanggarahan
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b. Sri Rejeki Widaningsih, 2011.

Melakukan pengukuran dengan metode CIPP (Confext-Input-Process-
Product). Bahwa pengelolaan dana BOS di kedua sekolah Dasar adalah efektif
dengan presentase keefektifan 98% berdasarkan kriteria yaitu : a) tujuan, sasaran,
dan prinsip penggunaan telah ditetapkan secara jelas. b) latar belakang pendidikan
dan tingkat sosial ekonomi penmerima program secara keseluruhan memenuhi
pemyaratan untuk program. c) penggunaan dana adalah untuk pembiayaan seluruh
operasional sekolah, dan d) manajemen sekolah dalam pengeloiaan dana BOS
jelas, transparan, terstruktur, dan ada peningkatan prestasi akademik siswa.
¢. Abdul Kadir Karding, 2008.

Bahwa evaluasi telah mengungkapkan bahwa pelaksanaan BOS tahun 2007
untuk SMPN Semarang telah dilaksanakan dengan baik meskipun masih terdapat
beberapa catatan. Indikator pengukuran program BOS meliputi masukan (input),
pencapaian proses, pencapatan hasil (output). Untuk mengetahui seberapa besar
cakupan dana BOS, dalam rangka meningkatkan akses pendidikan bagi
siswa/siswi keliiarga miskin dan tidak mampu.

Dari ketiga kajian terdahulu diatas maka peneliti mencoba melanjutkan
penelitian tersebut dengan memfokuskan / mengkaji lagi tentang penyaluran dana
BOS yang di laksanakan di daerah pesisir yaitu di Kabupaten Kepulauan Aru,
yang merupkan daerah kepulauan/pesisir yang mempunyai banyak masalah
utamanya jarak antara satu pulau dengan pulan lain. Dengan menyoroti dari segi
pemenuhan kebutuhan sekolah, apakah telah terpenuhinya tujuan dari program
bantuan dana BOS dan mencoba menganalisa penyebabnya serta mencari solusi
dengan mengaitkan regulasi Pemerintah Pusat.
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2. Kebijakan Publik

Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas digunakan dalam
kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah seperti perilaku negara pada
umumnya. Menurut Friedrich (Wahab,2004:3) kebijakan adalah suatu tindakan
yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau
pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan
tertentu sera&a mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan tan mewujudkan
sasaran yang diinginkan: Anderson 2004: 2) mengemukakan kebijakan sebagai
langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oléh seseorang aktor atau
sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang
dihadapi.

Menurut Parker (Ekowati.2005:5) kebijakan publik adalah suatu tujuan
tertentu atau serangkaian prinsip afau tindakan yang dilakukan oleh suatu
pemerintah pada period€ tertentu ketika terjadi suatu subyek atau krisis. Dye
(Subarsono,2006:2) menigungkapkan bahwa kebijakan publik didefiniskan sebagai
apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Lebih
lanjut Ekowati (2005:4) dalam bukunya Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi
Kebijakan atau Program, mengatakan bahwa kebijakan publik mempunyai
beberapa implikasi sebagai berikut :

a. Kebijaksanaan Negara itu dalam bentuk perdananya berupa penctapan
tindakan-tindakan dari pemerintah.
b. Kebijaksanaan Negara itu tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi dilaksanakan

dalam bentuk yang nyata.
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c. Kebijaksanaan Negara itu, baik untuk melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu, itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan
tertentu.

Untuk lebih melengkapi rumusan kebijakan, lebih lanjut Thoha (2002:59-
60) berpendapat bahwa dalam arti yang luas, kebijakan mempunyai 2 (dua) aspek
pokok, yaitu:

a. Kebijakan merupakan pratik sosial, bukan event yang tungigal atau terisolir.
Dengan demikian suatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala
kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan/ pula untuk kepentingan
masyarakat,

b. Kebijakan adalah suatu penistiwa yang ditmbuikan, baik untuk mendamaikan
klaim dari pihak-pihak yang kontlik atau untuk menciptakan insentif terhadap
tindakan bersama bagi pihak-pihakyang ikut menciptakan tujuan, akan tetapi
mendapatkan perlzKusaiiyang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut.

Kalau kita_simak rumusan dan pendapat berkait pengertian kebijakan,
kedua aspek “pokok tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada satu pihak,
kebijakan dapat berbentuk suatu usaha yang komplek dari masyarakat untuk
kepentingan masyarakat, di lain pihak kebijakan merupakan suatu teknik atau cara
untuk mengatasi konflik yang menimbulkan insentif.

Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Eyestone
dalam Winamo (2007:17) bahwa kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai
hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep yang ditawarkan
Eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena
apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Batasan
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ini tentang kebijakan publik diberikan Dye dalam buku yang sama mengatakan
bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh Pemerintah untuk

dilakukan dan tidak dilakukan.

Berbeda dengan Budi Winamo dalam bukunya Teori dan Proses
Kebijakan Publik, ia mempergunakan istilah Kebijakan, kebijakan digunakan
untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu
kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumliah’ aktor dalam suatu

bidang kegiatan tertentu.

Menunut Jones, istilah kebijakan tidak hanya digunakan dalam praktek
sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang

sangat berbeda.

Pengertian lain yang™ dikemukakan oleh Friedrich dalam Winamo
(2007:17) mengatakan baliwa: Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang
diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan
tertentu  yang ‘meémberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap
kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka
mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud
tertentn.

Adanya beberapa konsep kebijakan tersebut diatas menunjukkan bahwa
unsur tujuan, sasaran dan cara-cara bagaimana tujuan itu harus dicapai merupakan
unsur pokok yang harus ditetapkan oleh pejabat pemerintah dalam membuat

kebijakan pemerintah.
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Menurut Anderson dalam Islamy (2001:17), implikasi dari pengertian
kebijakan publik tersebut adalah :

a. Bahwa kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan
tindakan yang berorientasi pada tujuan;

b. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-
pejabat pemerintah;

c. Bahwa kebijakan itu adalah apa yang benar-benar dilakukarfoleh pemerintah,
jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan
sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu;

d. Bahwa kebijakan publik itu bisa bersifat,positif dalam arti merupakan
beberapa untuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau
bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk
tidak melakukan sesuatu;

e. Bahwa kebijakan peémérintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu
dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa.

Definisi=definisi ini terasa belum lengkap dan tidak bisa dikatakan sebuah
definisi kebijakan yang nyata jika belum ada instrumen lunak untuk
melengkapinya dalam melaksanakan tujuan kebijakan itu. Diantaranya harus
adasekian banyak perangkat lunak yang mau tidak mau harus dipenuhi, kelak
supaya tidak dikatakan sebagai kebijakan mengada-ada. Perangkat lunak itu
adalah seperangkat instrumen pokok yang melekat pada pelaku kebijakan dan
aturan-aturan pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Instrumen itupun telah dijawab
oleh George C. Edwards dalam Budi Winamo (2008:174). Secara eksplisit ia

mengatakan jikalau punya keinginan membuat secbuah kebijakan dan berharap
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sepuaya lancar tanpa ada hambatan yang berarti, berjalan mulus maka harus
memperhitungkan variabel krusial yang meliputi hal-hal sebagai berikut ini.

Pertama faktor komunikasi, para policy maker berharap Ketepatan
informasi yang disampaikan antara penyampai pesan dan penerima pesan ada
kejelasan. Supaya keputusan-keputusan dan  perintab-perintah  dapat
ditransmisikan dengan sempurna kepada personil di lapangan sebagai pelaksana
kebijakan, apa yang harus dilakukan maupun tidak boleh dilakukan. Kejelasan
komunikasi ini menjadi titik tekan penting karena berharap pada proses
implementasi kebijakan sesuai dengan misi awal dari Sebuahkebijakan.

Kedua faktor sumber-sumber. Yang dimaksud dengan sumber-sumber
adalah faktor penting dalam meneruskan kebijakan. Sumber-sumber yang penting
meliputi personil yang memiliki, keahlian teknis, kewenangan dan fasilitas-
fasilitas yang diperlukan untuk\menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna
menunjang pelayanan  Kepada masyarakat atau penerima hasil manfaat dar
kebijakan.

Ketigao~faktor kecenderungan-kecenderungan. Maksud dari faktor
kecenderungan-kecenderungan ini adalah adanya responsibilitas dari pelaksana
kebijakan yang melaksanakan keputusan dengan efektif karena mendapat
dukungan dari para pembuat keputusan awal, sebaliknya apabila tingkah laku
pelaksana berbeda dengan para police maker maka proses pelaksanaan kebijakan
mendapat kesulitan.

Keempat struktur birokrasi. Dalam pelaksanaan tindakan-tindakan
kebijakan pasti tidak lepas dari yang namanya birokrasi. Birokrasi diciptakan
untuk menghubungkan antara pengguna dan pelaksana kebijakan. Didalam
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dirinya sendiri terdapat struktur-struktur, aturan-aturan dan mekanisme organisasi
dimana mereka melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk
melaksanakan kegiatan kebijakan pemerintah. Artinya, pembuat dan pelaksana
kebijakan dalam bekerja, harus saling menjaga keharmonisan semua aturan dan
instrumen-instrumen pokok sebagai variabel penting yang telah disepakati agar

berjalan dengan baik, dalam proses pelaksanaan kebijakan.

Dari pengertian Kebijakan publik yang diuraikan diatas dapat disimpulkan
bahwa :
a. Kebijakan Publik dibuat oleh Pemerintah yang ‘berupa tindakan-tindakan
pemerintab;
b. Kebijakan Publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu
mempunyai tujuan tertentu;

c. Kebijakan publik ditujukad untuk kepentingan masyarakat.

Anderson dalem’ Zainal Abidin (2002:41) mengemukakan beberapa ciri
dari kebijakan publik,sebagai berikut:

a. Setiap kebijakan mesti ada tujuanya. Artinya, pembuatan suatu kebijakan
tidak boleh sekedar asal buat atau karena kebetulan ada kesempatan
membuatnya.

b. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain, tetapi
berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada
pelaksanaan,interpretasi dan penegakan hukum.

¢. Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang ingin atau

diniatkan akan dilakukan pemerintah.
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d. Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa
pengarahan untuk pelaksanaan atau menganjurkan.
e. Kebijakan didasarkan pada hukum, karena itu memliki kewenangan untuk

memaksa masyarakat mematuhinya.

3. Konsep Implementasi Kebijakan

Secara etimologi, implementasi berasal dari istilah bahasa Inggris “fo
implement”, yang artinya pelaksanaan dan penerapan ‘(Adiwisastra, 2008).
Pengertian ini di dipertegas oleh Hill and Hupe/(2002:34) dalam Pranoto
(2005:45) dan Pressman and Wildavsky (1984:xx1) yang merumuskan secara
pendek bahwa “fo implement” atau mengimplementasikan berarti “fo provide the
means of carring out” atau menyedigkan sarana untuk melaksanakan sesuatu; “fo
give practical ejfect to” menimbulkan'dampak atau akibat terhadap sesuatu, atan
to accomplish, to fulfill to produce, to complete, bahkan Pressman and
Wildavsky (1984:xxi)mengatakan bahwa kata implementasi disamping sebagai
kata kerja (verb), juga harus mempunyai sebuah obyek (object) yaitu kebijakan
(policy). Jadi pada dasarnya implementasi adalah melaksanakan sesuatu dalam hal
ini kebijakan yang dapat menimbulkan sesuatu dampak tercapainya atau tidaknya
sesuatu kebijakan dengan menggunakan sarana-sarana untuk melaksanakan
kebijakan tersebut.

Tachjan (2006:24), menegaskan lebih lanjut bahwa: “... maka kata
implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau
pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan

penggunaan sarana (fools) untuk mencapi tujuan kebijakan”. Pendapat ini
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menjelaskan bahwa setiap implementasi kebijakan memerlukan daya dukung
sarana (fools) dalam pencapaian tujuan kebijakan

Mempelajari implementasi kebijakan publik sangat krusial dan komplek
dalam prespektif administrasi publik dan kebijakan publik, hal ini berkaitan
dengan aspek kebijakan it sendini yang tidak terlepas hubungannya dengan
berbagai kelembagaan dalam suatu sistem pemerintahan dan aspek masyarakat
sebagai objek kebijakan, sebagaimana dikemukakan oleh Edwdrds ITL, (1980:1),
bahwa:

The study of policy implementation is crucial for the study of public
administration and public policy. Policy implementation, as we have seen, is the
stage of policy making between the establishméntof a policy - such as the passage
of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of judicial

decesion, or the promulgation of a regulatory rule — and the consequences of the
policy of the poeple whom it affects.

Pendapat tersebut sejaldn dengan pemikiran Pressman and Aaron
Wildavsky (1973) ; Bardach (1977) dalam Tachjan, (2006:73):

“... akan tetapi temyata yang lebih krusial adalah mengenai implementasi
kebijakan pembangunanya. Hal ini kenyataanya bukan hanya dialami oleh negara-
negara di Dunia Ketiga (seperti Indonesia), tetapi dialami juga oleh negara-negara
maju seperti Amenk4 Serikat”.

Jelas studi implementasi ini merupakan studi yang sifatnya general dan
secara nyata setiap negara mengalaminya sebagaimana yang terjadi di Indonesia
dengan di berlakukanya UU Nomor 20 Tahun 2003 dan UU Nomor 14 Tahun
2005 implementasinya belum optimal baik pada aspek perangkat peraturan
pendukung maupun ketercapaian programnya. Lebih lanjut Tachjan, (2006:74),
mengemukakan bahwa:

“Studi implementasi kebijakan publik pengembanganya dilatarbelakangi
oleh pengalaman mengenai pelaksanaan program-program  kebijakan
pembangunan baik di negara-negara Dunia Ketiga maupun di negara maju, yaitu
adanya gap atau perbedaan antar apa yang diharapkan tercapai dengan apa yang

t diterima oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran™,
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Pemikiran tersebut di atas lebih lanjut di tegaskan lagi oleh Abdullah,
(1988) dalam Tachjan, (2006:74): bahwa “... studi implementasi kebijakan publik
dimaksudkan untuk memperluas pengetahuan dan pengertian yang lebih tepat
mengenai berbagai faktor yang berpengaruh dalam pencapaian atau perwujudan
suatu kebijakan”. Dengan pengetahuan yang luas dan mendalam dalam
memahami implementasi kebijakan diharapkan setiap hasil perumusan kebijakan
terimplementasikan oleh para administrator publik atau implementator pada setiap
program atau kegiatan yang telah di rumuskan tersebut, berjalan lancar
pelaksanaannya dan berhasil sesuai dengan yang dlharapkan_

Pemikiran tersebut dipertegas lebih luas lagi oleh “Thoha, (1986:68),
bahwa :

“Dalain kaitan studi kebijakan publik dalam posisinya dengan administrasi
negara sebenarnya sudah cukup lama berkembang, seperti yang dikatakan oleh
White, Dimock and Dimock yang dikutip olebMiftah Thoha menyebutkan bahwa

administrasi negara terdiri dari semuja kegiatan untuk mencapai tujuan atau
melaksanakan public policy.”

Hal ini menunjukkan bahwa posisi administrator mempunyai fungsi dan
tugas melaksanakan setiap kebijakan untuk tercapainya tujuan kebijakan tersebut
sesuai dengan sasaranKebijakan atan program yang sudah ditentukan .

Implementasi kebijakan pada dasarnya juga sebagai ukuran akan
keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan yang secara nyata dilaksanakan
dilapangan oleh para administrator publik atau implementator dan bagaimana
dampaknya terhadap masyarakat maupun sfakeholder-nya sebagai sasaran
program, sebagaimana dikemukakan oleh Saefullah (2007:39):

“.pada tingkat pelaksanaan kebijakan menyangkut bagaimana atau

sejauhmana suatu kebijakan bisa dilaksanakan dalam dunia nyata ...... pemahaman
tentang pelaksanaan kebijakan bukan hanya dimiliki oleh aparat lembaga dan

aparat pelaksana, tetapi juga oleh masyarakat atau pihak-pihak yang menjadi
sasaran kebijakan”.

Implementasi kebijakan ini merupakan fungsi dan tugas administrator

publik dalam mengaplikasikan lebih lanjut kebijakan yang telah ditetapkan oleh
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para perumus kebijakan (policy makers) tersebut, yang suka tidak suka bagi para
administrator harus menjalankanya, sebagaimana ditegaskan oleh Pfiffner and
Presthus, (1960:4) dalam Syafiie (1999:24), “Public administration involves the
implementation of public policy which has been determine by reprensentative
political bodies”. Administrator mempunyai tugas secara angkuntabilitas dan
responsibitas setiap kebijakan yang diamanatkan untuk diimplementasikan secara
nyata terhadap masyarakatnya.

Untuk hal itulah dalam implementasi kebijakan para administrator perlu
memahami secara mendalam berkenaan dengan. ugsur-unsur pokok dalam
menjalankan kebijakan ini, sebagaimana dikemukakan oleh abdullah (1988:11)
dan Smith (1977:261) dalam Tachjan ¥(2006:26), bahwa:"Unsur-unsur
implementasi kebijakan yang mutlak~harus ada ialah: (1) unsur pelaksana
(implementor), (2) adanya program yang akan dilaksanakan, (3) target groups™.
Peran pelaksana (admiinistrator) mempunyai peran menentukan dalam
implementasi kebijakan ‘ini untuk mewujudkan program yang akan dilaksanakan
dan dicapai, Sesuai tujuan yang diiginkan terhadap sasaran program (farget
groups).

Sejalan dengan pemikiran tersebut Van Meter and Van Hom, (1975 : 447)
menegaskan secara ekplisit pengertian pelaksanaan kebijakan sebagai berikut :

”...policy implementation encompasses those actions by public or private
individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth
in prior policy decisions. This includes both one-time efforts to transform

decisions into operational terms, as well as continuing efforts to achieve the large
and small changes mandated by policy decisions.”
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Hal ini menunjukkan bahwa peran administrator publik akan menentukan
berjalan atau tidaknya suatu kebijakan yang telah dirumuskan dan disahkan oleh
para policy maker, serta merupakan jembatan penghubung antara yang
diamanatkan negara bagi kepentingan masyarakat untuk menerima dan merasakan
setiap implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh para administrator publik
tentunya melalui pendekatan yang kondusif dan intensif, sebagaimana ditegaskan
lebih lanjut oleh Saefullah (2007:39), bahwa: “Oleh karena ita langkah awal
dalam pelaksanaan kebijakan adalah melakukan sosialisasi\agar kebijakan yang
bersangkutan diketahui, dimengerti, dan diterima \Oleh semua pihak yang
bersangkutan”. Pentingnya pendekatan oleh{ administrator melalui sosialisasi
yang intensif secara persuasif akan. menunjang terhadap terealisasinya
implementasi kebijakan pada setiap \program atau kegiatan pemerintah dengan
baik dan lancar terhadap sasaran kebijakan.

Peran administratordalam mensosialisasikan setiap kebijakan seyogyanya
harus ditunjang dengan Kemampuan yang memadai, untuk tercapai atau tidaknya
suatu programi, “sebagaimana dikemukakan oleh Kaiz,(1985:8) dalam Tachjan,
(2006:74) baliwa:

“ketidak berhasilan dalam implementasi kebijakan disebabkan karena
petugas-petugas pemerintah tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan yang
cukup untuk merencanakan dan menegakkan organisasi-organisasi, lembaga-

lembaga dan cara-cara yang penting artinya bagi pembangunan di negara mereka
sendini”.

Kemampuan dan pengetahuan administrator untuk menjembatani setiap
implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan dalam setiap programnya, akan
berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sebagaimana dikemukakan oleh Grindle

(1980:6), bahwa:
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“In general, the task of implementation is to establish a link that allows the
goals of publics policies to be realizied as outcomes of governmental activity. It
involves, therefore, the creation of a "policy delivery system”, in which specific
means are designed and persued in the expectation of arriving at particular
ends”.

Keterkaitan suatu kebijakan dengan program yang diimplementasikan
oleh pemerintah sebagai fungsi implementatornya, lebih lanjut di tegaskan oleh
Grindel (1980:7), bahwa:

“In addition, because policy implementation is considered to depend on
program ouicomes, it is difficult to saparate the fate of policies-from that of their
constituent programs.... lts success or failure can be evaluated in terms of the
capacity actually to deliver programs as designed. \In-turn, overall policy
implementation can be evaluated by measuring program outcomes against policy
goals™.

Hal tersebut menunjukkan bahwa\, pércapain tujuan yang telah
diprogramkan dalam pelaksanaanya hafus menyeluruh dan dievaluasi melalui
pengukuran hasil program dalam pencapaian tujuan kebijakannya.

Tujuan kebijakan dalam/ bentuk program-program tersebut merupakan
implementasi riii, schagdimana dijelaskan lebih lanjut oleh : Howlet and Ramesh
(2003 : 185), bahwa : *its is defined as the process whereby programs or policies
are carried_owl, the translation of plans into practice”. Hal ini dapat diartikan
bahwa implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan program-program atau
kebijakan-kebijakan, yang merupakan penerjemahan dari rencana-rencana
kedalam praktek.

Sedangkan makna yang terkandung dari setiap implementasi kebijakan
harus menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat pada setiap kegiatan program
kebijakan yang dijalankan oleh administrator, sebagaimana dikemukakan oleh
Sabatier and Mazmanian (1983:4), bahwa makna pelaksanaan kebijakan sebagai:

" those event and activities that accur after the issuing of authoritative public
policy directives, which include both the effort to administer and the substantive
impacts on people and events.”
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Secara lebih jauh mengenai teori implementasi kebijakan ini dikemukakan oleh

Stilman, Horn (1975) dalam Muhafidin (2006:15-16), sebagai berikut:

a. Implementation as a linier process (Donal S. Van Meter and Carl E. Van
Hom, 1975). Implementasi meliputi proses linier yang terdiri atas 6 variabel
yang mengaitkan kebijakan dengan performence: a). standar dengan tujuan,
b).sumber daya, ¢). komunikasi dan aktivitas antara organisasi, d).
karakteristik agen-agen implementasi, €). kondisi ekonomi dén-politik, dan f).
sikap dari pelaksana.

b. Implementation as politics of natural adaptation/ (Milbrey Mc. Laughlin.
1975). Besarnya perhatian, komitmen dan-dukiungan dari sektor utama
memiliki pengaruh besar terhadap prospek keberhasilan, Dengan kata lain
dukungan politik dari atas  adalah “kunci keberhasilan dan kegagalan
implementasi program.

c. Implemetation as gamiesmanship (Egene Bardoch, 1977). Implementasi
meliputi selunih \seni gemesmanship : meliputi aturan main, merumuskan
taktik, daii-strategi mengontrol arus komunikasi dan mengatasi bila terjadi
krisis dairsituasi tidak menentukan.

d. Implementation as a circular policy leadership process (Robert T Nakamura
and Frank Smallwood ). Elemen kritis yang menghubungkan implementasi
kepada proses kebijakan yang lainya adalah kepemimpinan (leadership),
dimana kepemimpinan penting untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas
dalam 3 elemen yaitu formulasi, implementasi, dan evaluasi.

e. Implementation as contigency (Emest R Alexander, 1985). Implementasi

merupakan proses terus menerus yang kompleks (complex continuing
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process), yang meliputi interaksi dengan lingkungan, stimulasi kebijakan,
program dan hasil (outcome) yang keseluruhannya tergantung kepada muatan
spesifik dan waktu terjadinya.
Pemahaman mengenai teori implementasi tersebut di atas tidak akan
terlepas kaitanya dengan proses perumusan kebijakan (policy formulation) itu
sendiri sebagai landasan dalam mengimplementasikan kebijakan sebagaimana

dikemukakan oleh: Hogwood and Gunn (1984:198), sebagai berikut;

“...it does at least make the point that there is no sharp divide between (a)
Jormulating a policy and (b) implementing that policy./What happens at the so-
called “implementation” stage will influence{the “actual policy outcome.
Conversely, the probability of a successful ovtcome (which we define for the
moment as the outcome desired by the initiatars af the policy) will be increased if
thought is given at the policy design siage to potential problems of
implementation”.

Bahkan Gordon, (1982:51)¢ dalam Kasim (1993:10): mengemukakan lebih
jauh lagi keterkaitan dan péran, administrator dalam kebijakan publik, bahwa:
“administrasi publik miemipunyai peranan yang lebih besar dan lebih banyak
terlibat dalam perumnusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik™.

Jadi kajian ymplementasi kebijakan pada dasarnya merupakan suatu proses
yang lebih luas dari suatu proses kebijakan yang tidak bisa dipisahkan satu sama
lain mulai dari tahap proses formulasi, implementasi, sampai dengan tahap

evaluasi kebijakan (Mustopadidjaja, (1988:25); Mustopadidjaja, (2003:21-58)).

Proses kebijakan sampai dengan kebijakan terimplementasi melalui
program-program kegiatan nyata yang dilaksanakan oleh administrator dan
dampak implementasi kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat scbagai sasaran
program kebijakan semakin dirasakan manfaatnya dan akan mempengaruhi

tecapainya tujuan kebijakan. Tetapi dalam implementasi kebijakan tentunya
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pangarub berbagai kepentingan pasti ada, baik menyangkut pengaruh kepentingan
wilayah (nasional, propinsi, kabupaten atau kota), politik, ekonomi, kelompok-
kelompok elit, apalagi pada posisi kebijakan termasuk para elit lokal dan

birokrasinya, sebagaimana dikemukakan Grindel, (1980 : 11-12), sebagai berikut:

“A brief listing of those who might be involved in the implementation of
any particular program would include national level planners; national,
regional, and local politicians, economic elite groups, especially at the local
level; recipient groups; and bureaucratic implementors at middle and lower
levels™.

Pengaruh dari setiap kelompok kepentingan dalam implementasi kebijakan
merupakan wujud bahwa setiap hasil perumusan kebijakan belum mempunyai arti
penting bagi kelompok kepentingan tertentu,untuk terus mengawal sampai
sasaran kebijakan terwujud dalam implémentasi riil dilapangan dan berdampak

secara aplikatif pada sasaran kebijakari

4. Model-Model Implementasi Kebijakan
a. Model Edward IiX

Implementasi kebijakan pada era sebelum tahun 1970-an masih belum
memperoleh perhatian yang serius dari para administrator publik maupun para
pengambil kebijakan (policy makers), walaupun studi mengenai kebijakan publik
sudah mulai berkembang pada dasawarsa 1950-an, sebagaimana dikemukakan
oleh Edwards III melalui kajian pada pemerintahan Amerika Serikat. Pada tahun
1970-an, barulah muncul permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan dan
penerapan kebijakan, sebagaimana dikemukakan Edwards III (1980 : 9-10),
sebagai berikut : “.... four critical factors or variabels in implementing public
policy: communication, resourcess, dispositions or attitudes, and bureaucratic

structure.”
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Keempat faktor atau variabel tersebut merupakan gejala mengapa suatu

kebijakan yang telah dirumuskan tidak tercapai sesuai dengan tujuan dalam
implementasinya? Keempat faktor atau variabel penyebab tidak
terimplementasikanya kebijakan atau program tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Komunikasi (communication), merupakan dimensi penting bagi
administrator publik dalam mengimplementasikan kebijakan, Xbususnya untuk
pencapaian efektifitas program melalui transmisi personel\yang tepat, jelasnya
perintah yang diinstruksikan oleh atasan dzlam peldksanaan dilapangan, dan
kekonsistenan pelaksana keputusan atau progrant oleh semua pelaksana maupun
atasan pemberi instruksi.

Ada 3 aspek penting dalam dimepsi~komunikasi ini yang perlu diperhatikan,

yaitu menyangkut indikator :

a. Transmisi (fransmission); administrator publik harus sudah paham, mengerti
dengan jelas -keputusanya, dan kesiapan menjalankan perintah yang telah
diputuskan “dalam setiap kebijakan atau program yang akan dilaksanakan,
yang tidak akan terlepas dari hambatan dalam mentransmisikan perintah
tersebut, hal ini berkaitan dengan:

1) Adanya kontradiksi pendapat oleh para pelaksana dilapangan terhadap
perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang menginstruksikan maupun
pengambil kebijakan (disagreement of implementers);,

2) Adanya distorsi informasi melalui jenjang hirarki birokrasi pemberi
perintah yang berlapis-lapis (distortion may arise as information passes
through multiple layers of the bureaucratic hierarchy);
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3) Adanya penafsiran perintah yang diterima pelaksana terhambat oleh
persepsi selektif dan ketidaktauan pelaksana untuk persyaratan-persyaratan
kebijakan yang telah ditentukan (implementers selective perception and

disinclination to know about a policy's requirements).

b. Kejelasan (clarity), implementasi kebijakan yang akan diimplementasikan
oleh para implementator harus jelas maksud dan tujuanya melalui petunjuk
pelaksana maupun petunjuk teknis yang seksama dan dipahami secara
mendalam. Ada 6 faktor yang menjadikan ketidak jelasan komunikasi dalam
implementasi kebijakan sebagaimana dikémukakan oleh Edwacrds III
(1980:26), yaitu:

1) Kompleksttas kebijakan publik (complexity of public policies);

2) Keinginan untuk tidak menggangu kelompok-kelompok masyarakat (the
desire not to irritate.segments of the public);

3) Kurang konserisus miengenai tujuan-tujuan kebijakan (lack of consensus on
the goals of a policy);

4) Masalah-masalah dalam pemberian suatu kebijakan baru (the problems in
starting up a new policy),

5) Menghindari pertangungjawaban kebijakan (avoiding accountability for
policies);

6) Sifat pembuat keputusan pengadilan (the nature of judicial decesion
making)

¢. Konsisten (consistency), efektifitas pelaksanaan kebijakan akan berjalan jika
tujuan yang jelas dapat dilaksanakan secara konsisten oleh para pelaksana

dilapangan dengan didasari kekonsistenan para pengambil kebijakan dalam
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memprediksi probabilitas-probabilitas pada saat implementasi. Inkonsistensi
implementor dalam mengimplementasikan kebijakan dari tingkat atas sampai
pelaksana dilapangan sangat dimungkinkan terjadinya distorsi dalam
pencapaian program.

d. Implementasi kebijakan akan berjalan efektif melalui pengkomunikasian
instruksi-instruksi yang diperintahkan secara jelas dan konsisten dalam
pelaksanaanya. Ketidak jelasan komunikasi akan menyebabkan ketidak
konsistenan para pelaksana dilapangan, sebagaimana dikemukakan Edwards
III (1980:42), sebagai berikut:

1) kompleksitas kebijakan publik (complexity.of public policies);

2) kesulitan-kesulitan untuk memulai program baru (the problems in starting
up a new policy); dan

3) banyaknya tujuan dari-berbagai kebijakan (multiple objective of many

policies).

2. Sumber-sumber (resources), implementasi kebijakan tidak akan berjalan
efektif dalam ‘pelaksanaanya bila daya dukung sumber daya lemah atau kurang,
sebagaimana dikemukakan oleh Edwards III (1980:53), bahwa:

“Implementation orders may be accurately transmitted, clear and
consistent, but if implementors lack the resources necessary to carry out policies,
implementation is likely to be inefektive.”

Ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan pada dimensi sumber

daya dalam implementasi kebijakan yaitu :

a. Jumlah staf yang memadai baik cukup secara :
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1) Kuantitas maupun cakap secara kualitas ketrampilanya (skill) dalam
melaksanakan instruksi-instruksi kebijakan dilapangan melalui keahlian
dan latihan;

2) Motivasi; dan

3) Informasi (information), yang tercakup dalam dua bentuk:

a) informasi tentang tatacara melaksanakan suatu kebijakan oleh para
implementator, yaitu bagaimana, apa yang harus dan petlu dilaksanakan,
dan

b) data tentang ketaatan para pelaksana terhadap instruksi, peraturan atau UU
yang dilaksanakanya ditaati atau tidak.

b. Wewenang (authority), kewenangan. dalani mengimplementasikan kebijakan
atau program akan berbeda satu saina lainya, hal ini tergantung pada deskripsi
jabatanya (job description), yaitumelalui :

1) metode kontrol ; persuasif dan ancaman ; dan

2) ketaatan terhadap-aturan yang ada.

c. Fasilitas-Tasilitas (facilities), sebagai daya dukung dalam implementasi
kebijakan, yang meliputi tersedianya bangunan-bangunan (buildings),

perlengkapan (equipment), dan perbekalan (suplies).

3. Kecenderungan-kecenderungan (disposition), yaitu terjadinya
kecenderungan sebagai berikut:
a. Dampak disposisi, yaitu:

1) adanya homogenitas administrator, dan
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2} berkembangnya pandangan parokial, yaitu terjadinya hubungan senior

yunior dan pengaruh lingkungan.

b. Birokrasi staf, yaitu terjadinya pengangkatan birokrat.
c. Manipulasi insentif-insentif.

Setiap itnplementasi kebijakan yang diinstruksikan atasan melalui perintah
yang komunikatif, persuasif dan prilaku administrator menerima secara baik
implementasi kebijakan atau program akan berjalan baik. Tetapi bila sebaliknya
yang terjadi, implementasi akan mengalami kesulitan. bahkan” kegagalan dalam
pelaksanaanya, sebagaimana dikemukakan oleh EdwardsTII (1980 : 89), sebagai
berikut:

“If implementers are well-disposed\toward a particular policy, their are
more likely to carry it out as the original decisionmakers intended. But when the
implementors’ attitudes or perSpectives deffer from the decisionmakers’, the
process of implementing a policy becomes infinitely more complicated”.

Beberapa kebijakini yang masuk kedalam zona yang kurang perhatian
(zone of indiference) oleh para administrator. Kebijakan-kebijakan dapat
menimbulkan koriflik dalam implementasi dengan berbagai pandangan atau tujuan
dari kepentingan organisasinya. Hal ini tentunya akan menjadikan hambatan
dalam pelaksanaan kebijakan, sebagaimana dikemukakan oleh Edwards I
(1980:114), berikut ini:

“Some policies fall within the “zone of indifference” of administrators;
others elicit strong feelings. These policies may conflict with implementors’
subtantive policy views or the personal or organizational interests. It is here that
dispositions pose obstacles to implementation ™.

Sangat memungkinkan adanya disposisi dari pelaksana merintangi
pelaksanaan kebijakan bila implementator tidak setuju dengan subtansi kebijakan

_ _Igang harus mercka jalankan. Scperti beberapa pimpinan kegiatan menjaga atau
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mengantisipasi keseimbangan kebijakan tersebut untuk mengantisipasi terhadap
oposisinya. Kadang-kadang implementasi dirintangi oleh situasi-situasi yang
komplek, seperti para implementator menanguhkan implementasi suatu kebijakan
yang mereka setujui untuk mengalihkan pada pencapaian tujuan yang lain,
sebagaimana di kemukakan oleh Edwards III (1980:115), di bawah ini:

“Disposition may hinder implementation when implementors simply
disagree with the subtance of a policy and their disagreement leads them not to
carry it out. In some instances top officials may refrain |, from. establishing
policies because they anticipate opposition..... Sometimés -implementation is
impeded by more complex situations, such as when « implementors delay in
implementing a policy of which they may approve n the abstract in order to
increase the chances of anchieving another, compéting policy goal ™.

Pada sisi lain pandangan-pandangan(dalani suatu badan, bagian, bahkan
sub-bagian  mempunyai  perbedadamy, ~“dalam  penafsiran  terhadap
pengimplementasian suatu kebijakan. Ketidak sepakatan diantara pelaksana akan
menghambat kerjasama dan‘implementasi suatu kebijakan. Setiap wilayah yang
menjadi kebijakannyd akan menyesuaikan dengan prioritas kebijakan yang
berbeda-beda. Baik-menyangkut perbedaan komitmen, dan cara-cara yang
berbeda dalam ‘menangulangi permasalahanya, sebagaimana di kemukanan oleh
Edwards ITI (1980:116), di bawah ini:

“Defferent bereaucratic units are likely to have different views on policies.
Intra and interagency disagreements inhibit cooperation and hider
implementation. Within a sigle policy area, each relevant agency probably has
different priorities, different commitments, and defferent methods of handling
problems”.

Perubahan administrator birokrasi pemerintahan merupakan hal sulit, dan
hal ini tidak menjamin bahwa proses implementasi kebijakan akan berjalan
dengan baik. Teknik yang potensial untuk merubah permasalahan implementator

tetap dapat menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yaitu merubah sikap para
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implementator melalui manipulasi insentif-insentif, sebagaimana di kemukanan

oleh Edwards III (1980:107), di bawah ini:

“Changing the personel in government bereaucracies is difficult, and it
does not ensure that the implementation process will proceed smoothly. Another
potential technique to deal with the problem of implementors’ dispositions is to
alter the dispositions of existing implementors through the manipulation of
incentives”.

Kecenderungan-kecenderungan dalam implementasi kebijakan
menekankan bagaimana kesulitan suatu implementasi kebijakan atau program
mendapatkan permasalahan yang dilakukan oleh para)impiementator birokrasi
pemerintah sendiri dalam mengimplementasikan” kebijakan dengan adanya

penafsiran kebijakan dari unit atas sampai unitpelaksana.

4, Struktur Birokrasi (bureuacraticstructure)

Birokrasi mempunyai-peranan penting dalam implementasi kebijakan
walaupun merupakan organisasi yang besar dan komplek, organisasi yang
dominan dan mampu, unfuk melaksanakan setiap kebijakan atan program, serta
tidak ada organisasi sckuat birokrasi yang mampu bertahan dalam keadaan situasi
apapun (survive) bagaimanapun pengaruh ekiemal mempengarubinya, bahkan
Edwards II1 menegaskan birokrasi jarang mati. Ada dua karakteristik dalam

struktur birokrasi menurut pandangan Edwards ITI (1980:125-141), yaitu:

a. Standard Operating Procedures (SOP), yaitu berkaitan dengan:
1) masalah-masalah sosial dan urusan publik;
2) instruksi yang dominan pada tahap-tahap yang berbeda; dan
3) tujuan yang berbeda berada pada lingkungan yang luas dan komplek.
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SOP pada dasarnya merupakan tatanan prosedur kerja birokrasi dalam
melaksanakan fungsi dan tugasnya, yang secara internal birokrasi dapat mengatur
sumber-sumber yang dimilikinya, baik berkaitan dengan sumber daya manusia,
waktu, sarana dan prasarana.

b. Fragmentation (fragmentasi), yaitu berkaitan dengan:
1) survive ialah kekuatan untuk tetap bertahan hidup; dan
2) bukan pilihan-pilihan netral dalam suatu kebijakan.

Fragmentasi merupakan kemampuan birokrasi dalam menghadapi faktor-
faktor ekternal yang dapat mempengaruhi birokrasi{ baik berupa infrastruktur
(LSM, partai politik, maupun lembaga-lembaga profesi) dan suprastruktur
(legislatif, eksekutif, maupun lembaga kenegaraan lainya)

Pada sisi lain Edwards JII {1980:147) menegaskan juga bahwa dari
keempat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan terjadi adanya
interaksi yang langsung.dan tidak langsung diantara beberapa faktor tersebut,
scbagaimana di kemukakannya, bahwa: “Inferactions between factors: Aside from
directly affecting implementation, however, they also inderectly affect it through
their impaci on each other. In other words, communications affect to resources,
dispositions, and bureaucratic structures, which in turn influence
implementation”.

Pengaruh interaksi langsung dan tidak langsung dari keempat faktor tersebut

terhadap implementasi kebijakan, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.
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Gambar 2.1

Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Implementasi

Communication

Ar ‘\

Resource \
I implementation

/

Disposition

v /
Bureaucratic
Structure

Sumber: Edwards I11, 1980:148

Model yang dikemukan olebnEdwards Il ini sifatnya top down dan cocok
diimplementasikan pada level-birokrasi yang terstruktur pada suatu lembaga
pemerintahan, dimana sétidp level hirarchi mempunyai peran sesuai dengan fungsi
dalam penjabaran kebijakan yang akan dilaksanakan dan memudahkan terhadap
implementasi _suatu kebijakan pada masing-masing level birokrasi mulai darni
tingkat departemen {(pemerintah pusat), pemerntah propinsi, pemernintah
kabupaten/kota, sampai ketingkat pelaksana dilapangan.

Model ini akan efektif bila perumusan kebijakan yang di buatnya
memperhatikan dan memprediksikan implementasi kebijakan yang akan
dilaksanakan, Hal ini untuk menghindari terjadinya rintangan dan hambatan
dalam implementasi karena kekurang jelasan kebijakan dan kurangnya
representatif terthadap keinginan masyarakat atau para pihak yang akan terkena

oleh kebijakan tersebut.
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Model ini melihat bagaimana administrator menghadapi permasalahan
implementasi kebijakan yang disebabkan oleh hambatan dari dalam birokrasi itu
sendiri (internal bureaucratic resistance) dalam mengimplementasikan setiap
kebijakan yang telah dirumuskan oleh para pengambil kebijakan dan keempat
faktor tersebut merupakan faktor keberhasilan atau kegagalan bagi administrator
publik dalam mengimplementasikan setiap kebijakan atau program, sebagaimana

hasil dikajian yang dilakukan oleh Edwards III tersebut.

b. Model Jones
Model ini diilhami oleh pendapat Eugene. Bardach (1977), tentang
bagaimana sulitnya membuat kesepakatad dalém proses merumuskan dan
menerapkan suatu kebijakan, untuk itu perlt adanya aturan main khususnya dalam
pelaksanaan kebijakan (how to/implementation game). Jones, (1984 : 166),
mengemukakan tiga prinsip-bagaimana menerapkan suatu program kebijakan
dalam operasionainyadilapangan dapat diterapkan secara signifikan, yaitu sebagai
berikut:
1. Organization:” The establisment or rearrangement of resources, units, and
methods for putting a program into effect.
2. Interpretation: The translation of program language (often contained in a
statute) into acceptable and feasible plans and directives.
3. Application: The routine provision of services, payments, or other agreed
upon program objectives or instrument.
Ketiga karakteristik pelaksanaan kebijakan tersebut menjelaskan bahwa
pertama : organisasi merupakan penataan kembali terhadap sumberdaya-

sumberdaya, unit-unit, dan metode-metode yang akan berpengaruh terhadap
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program; kedua: interpretasi berusaha menafsirkan supaya program menjadi
rencana-rencana dapat diarahkan dengan tepat dan dimungkinkan diterima serta
dilaksanakan; dan ketiga: penerapan merupakan aturan rutin dari pelayanan,
pembayaran, atau lain-lainya yang disesuaikan dengan tujuan atau instrumen
program.

Kerangka model ini sebagai pemikiran Jones, yang mengambarkan
bagaimana mudahnya mendefinisikan suatu kebijakan di atas kertas terhadap
disain suatu program tetapi dalam penerapanya tidak sesederhana itu, sehingga

pada penerapanya terkadang tidak terdefinisikan secarabartk .

Model ini secara implementatif sangat sukar dilaksanakan karena perlu
adanya kemampuan dan jaringan yang cukup luas dari para administrator untuk
melaksanakan program sebagaimdna yang telah ditetapkan dalam tujuan awalnya.
Model ini akan cenderung disalah artikan bahkan dapat memisahkan apa yang
diputuskan dalam sudhy Kebijakan dengan penerapan yang dilaksanakan oleh
administrator dilapangan.
¢. Model Mazmanian, Daniel and Paul A. Sabatier

Mazmanian, Daniel and Paul A. Sabatier dalam A. Framework for
Implementation Analysis (1983 : 18-42), ada 3 katagori besar variabel yang
mempengaruhi tercapainya tujuan formal pada proses implementasi kebijakan:

1. The tractability of the problem(s} being addressed , yaitu mudah tidaknya
masalah yang akan digarap dikendalikan;

2. The ability of the statute fo structure favorably the implementation process,
yaitu kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara

tepat proses implementasinya; dan
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3. The net effect of a variety of political variables on the balance of support for
Statutory objectives, yaitu pengaruh langsung berbagai variabel politik
terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan
kebijaksanaan tersebut.

Ketiga variabel tersebut merupakan varibael bebas (independent variabel),
dibedakan dari tahap-tahap implementasi yang harus dilalui, discbut variabel

' terpantung (intervening variabel).

Ketiga variabel tersebut di atas akan berpengaruh“tethadap tahap-tahap
lainya sebagaimana lebih lanjut dijelaskan oleh Wahab (1991: 69-95), sebagai
berikut:

1) Mudah tidaknya masalah dikendalikan (Independent Varinbel)

Perlu adanya selektifitas pemilihan masalah secara cermat terhadap implementasi

kebijakan pemerintah, mana masalah yang jauh lebih mudah dan yang sukar

ditanggani.

1. Kesukaran-kesukeran teknis, hal ini akan tergantung dari kemampuan
pengukuran;, ~pemahaman  prinsip-prinsip  hubungan kausal yang
mempengaruhi masalah, dana (biaya), dan ketersedian teknologi.

2. Keragaman prilaku, semakin beragam prilaku akan semakin beragam
pelayanan yang akan diberikan dan kebebasan bertindak bagi para pelaksana
akan berbeda-beda juga.

3. Prosentase kelompok sasaran dibandingkan jumlah penduduk, semakin kecil
dan semakin jelas (dapat dibedakan dari kelompok lain), kelompok sasaran
yang perilakunya akan di ubah maka semakin mudah untuk memobilisasikan

dukungan politik dalam pencapaian suatu program atau kebijaksanaan.
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4. Ruang lingkup perubahan prilaku yang diinginkan, semakin kecil jumiah
perubahan prilaku, semakin mudah untuk mencapai tujuan kebijaksanaan
yang di harapkan. Untuk hal itulah perlu adanya pengendalian (tractable)
masalah, dengan mengantisipasi indikator-indikator sebagai berikut:

a. Tersedia teori yang andal dan mampu menjelaskan hubungan perubahan
prilaku dan pemecahan masalah.
" b. Variasi/perbedaan perilaku yang menyebabkan timbuinya-masalah relatif
kecil.
c. Kelompok sasaran tersebut merupakan sebagian” kecil dari totalitas
penduduk suatu wilayah.

d. Tingkat dan ruanglingkup perubahan prilaku yang diinginkan sedang.

2) Kemampuan kebijaksanaain untuk menstrukturkan proses implementasi
(Intervening Variabel)

Setiap implementasi kebijaksanaan harus di strukturisasi melalui
penjabaran tdjuanstujuan formal yang akan dicapai dengan cara menyeleksi
lembaga yang tepat untuk mengimplementasikan, dukungan sumber finansial,
pengaruh persuasif oleh pejabat pemerintah kepada masyarakat, swasta atau LSM
untuk ikut serta dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Atan bagaimana
caranya para pejabat pemerintah untuk mendayagunakan kewenangan yang

dimilikinya untuk menstrukturkan proses implementasi kebijakan secara tepat.

1. Kejelasan dan konsistensi tujuan, tujuan yang dirumuskan dengan cermat dan
disusun secara jelas sesuai dengan urutan kepentinganya merupakan pedoman

yang kongrit bagi pejabat-pejabat pelaksana dan sebagai sumber dukungan
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bagi tercapainya tujuan. Semakin mampu suatu peraturan memberikan

petunjuk-petunjuk yang cermat dan disusun menurut urutan kepentingannya

bagi para pejabat pelaksana dan aktor-aktor lainya, semakin besar pula
kemungkinan bahwa output kebijaksanaan dari badan-badan pelaksana, dan
pada giliranya perilaku kelompok-kelompok sasaran akan sejalan dengan
petunjuk-petunjuk tersebut.

2. Diéunakanya teori kausal yang memadai, dengan persyaratai:

Bahwa hubungan timbal balik antara campurtangan pémerintah disatu pihak,

dan tercapainya tujuan-tujuan program dapat dipahami dengan jelas,

a. bahwa para pejabat yang bertanggungjawab ‘untuk mengimplementasikan
program mempunyai kewenangan yang cukup atas sejumlah matarantai
hubungan yang penting guna mengusahakan tercapainya tujuan.

b. ketepatan alokasi sumbenr dana, batas ambang biaya untuk mendukung
tercapainya suatu, program sangat menentukan keberhasilan, walaupun
belum tentu menjamin bahwa suatu program akan dapat segera dimulai
denganiepat dan lancar.

c. keterpaduan hirarki di dalam dan di antara lembaga pelaksana, kesukaran-
kesukaran untuk mewujudkan tindakan yang terkoordinasikan didalam
lingkungan badan/intansi tertentu dan di antara sejumlah besar badan
semiotonom yang terlibat dalamkebanyakan usaha-usaha implementasi.

3. Masalah koordinasi ini semakin bertambah runyam jika menyangkut
peraturan pemerintah pusat, yang dalam pelaksanaanya sering amat

tergantung pada pemerintah daerah tingkat propinsi dan intansi-instansi di
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daerah tingkat kabupaten/kota karena perlu dijabarkan dalam bentuk
program-program dan terjalin dalam suatu sistem yang amat heterogen.

4. Salah satu cin penting yang perlu dimiliki oleh setiap peraturan perundang-
undangan yang baik ialah kemampuan untuk memadukan heirarki badan-
badan pelaksana. Sistem yang longgar memungkinkan terjadinya perbedaan-
perbedaan prilaku kepatuhan cukup mendasar di antara pejabat pelaksana dan
kelompok-kelompok sasaran, sebab mereka akan berusahd untuk melakukan
modifikasi/perubahan-perubahan tertentu sejalan dengan rangsangan atau
insentif yang muncul dilapangan.

5. Aturan-aturan keputusan dari badan pelaksaina, suatu Undang-Undang masih
dapat mempengaruhi lebih lanjut proses implementasi dengan cara
mengariskan secara formal aturin-aifuran pembuatan keputusan dari badan-
badan pelaksana.

6. Rekuitmen pejabat pelaksana, sebaik-baiknya kebijaksanaan akan tergantung
implementasi_para” pelaksana, itu harus memiliki kesepakatan (komitmen)
yang tinggi-terhadap upaya pencapaian tujuan.

7. Akses formal pihak luar, ada dua kelompok aktor yang dapat mempengaruhi
implementasi kebijaksanaan :

a. Calon-calon penerima manfaat dan atau kelompok sasaran program, dan
b. Badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang merupakan atasan-

atasan dari badan-badan pelaksana itu.
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3) Variabel diluar kebijaksanaan yang mempengarvhi proses

implementasi (Intervening Variabel).

Implementasi kebijakan mempunyai dinamika yang didorong oleh
sekurang-kurangnya dua proses penting:

1. Kebutuhan setiap program yang berusaha untuk mengubah perilaku,
menerima sentuhan-sentuhan dukungan politik yang teratur kalau memang
menghendaki'dapat mengatasi hambatan yang timbul dalani upayanya untuk
memperoleh kerjasama dari sejumlah besar orang, vang banyak diantaranya
mungkin bahwa kepentingan mereka akan dirugikan kalau implementasi
tujuan kebijaksanaan berhasil, dan

2. Dampak perubahan-perubahan keadaan sosial ekonomi dan teknologi pada
diri mereka yang menjadi pendukimng-pendukung tujuan kebijaksanaan, baik
dari kalangan masyarakat-pada umumnya, kelompok-kelompok kepentingan
maupun instansi-instansi-atasan dari badan-badan pelaksana itu sendiri.

Suatu kebijakan @tau Undang-Undang yang dibuat harus dapat mengubah
prilaku yang diliarapkan dan harus siap menghadapi perubahan-perubahan dengan
berbagai korndisi yang dihadapinya, baik berupa:

a. kondisi-kondisi sosio-ekononti dan teknologi;

b. dukungan publik;

c. sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok;

d. dukungan dari pejabat atasan; dan

¢. komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana.
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4) Tahap-tahap dalam proses implementasi (Dependent Variabel):

Model ini menekankan pada output kebijakan untuk melihat tahap-tahap
implementasi kebijakan mulai dari bagaimana output diputuskan oleh badan
pelaksana, kepatuhan dari kelompok atau sasaran terhadap keputusan badan,
dampak keputusan, persepsi terhadap keputusan tersebut, dan evaluasi terhadap
kebijakannya. Model ini menunjukkan sebagai bentuk top down, artinya badan-
badan yang lebih atas mempunyai kekuatan superior terhadap, badan-badan di

bawahnya untuk melaksanakan setiap kebijakan maupun program dari atasanya.

d. Model Hogwood and Gunn

Hogwood and Gunn mengemukakan \iéngapa suatu implementasi
kebijakan itu sulit? Setelah mengkaji dammenganalisis hasil studi Pressman and
Wildavsky (1973), Etzioni (1976), Kaufman (1975 and 1976), Bardach (1977),
Van Meter and Van Horn (1975)) dan King (1975 and 1976), bahwa implementasi
pelayanan kepada gublik ‘menunjukkan hal yang sulit. Sebagai pioner
implementasi Hogwood and Gunn (1984:198), mengemukakan pemikiran bahwa
perlunya negara mengimplementasikan kebijakan secara sempurna, sebagaimana
ditegaskan lebih lanjut, bahwa: “....no prescriptive model was offered and, indeed,
several of the logical preconditions of perfect implementation-such as perfect

obidience or perfect control...”

Secara lebih rinci implementasi suatu kebijakan oleh para administrator
agar berjalan sesuai dengan keinginan yang di harapkan dan pengawasan yang
tepat untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sempurna (perfect
implementation) menurut pemikiran Hogwood (1984:199-206) mengemukakan

ada 10 t- t yang h. dipenuhi yaitu sebagai berikut:
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I. The circumstances external to the implementing agency do not impose
crippling constraints, yaitu hambatan ini bersifat diluar kemampuan para
implementator baik berupa hambatan fisik maupun tekanan politis, seperti
tekanan dani LSM, elit-elit tertentu, maupun presure groups (misal, PGRI)
dan lainya. Hal ini harus menjadi perhatian para pembuat kebijakan untuk
dapat merumuskan kebijakan dengan mengantisifasi terhadap kemungkinan-
kemungkinan yang a.kan dibadapi dalam implementasi suatu‘kehijakan.

2. That adequate time and sufficient resources are made available to the
programme, yaitu kondisi ini merupakan tumpang/indih dengan persyaratan
pertama, walaupun katagori hambatan bersifat ekternal. Suatu kebijakan
selalu ingin tercapai dengan lancar teiapi tanpa mempertimbangkan
ketersediaan waktu dan dana yang memadai akan menjadi hambatan terhadap
pencapaian program, seperti\pelaksanaan program kualifikasi akademik dan
sertifikasi pendidik inetmerlukan waktu yang cukup dan dana yang memadai
untuk tercapainya progam ini secara efektif dan efesien.

3. That the“required combination of resources is actually available, yaitu
persyaratan ini lazimnya mengikuti persyaratan kedua bahwa setiap sember-
sumber harus tersedia dan adanya kombinasi dalam implementasinya, tidak
selalu dalam bentuk leber botol (bottleneck), dimana semua harus tersedia
tetapi keluaran yang harus digunakan melalui jalur sempit dalam
implementasi kebijakan sebagai sumber kelancaran dan tercapainya program
yang dapat terhambat.

4, That the policy to be implemented is based upon a valid theory of cause and

effect, yaitu kebijakan kadang-kadang tidak efektif, hal ini bukan karena
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implementasinya yang tidak baik tetapi kebijakan itu sendiri yang tidak baik.
Hal ini mungkin karena Kkurangnya pemahaman sebab akibat dan
permasalahan yang di hadapinya dan cara pemecahan masalahnya. Hal ini
perlt adanya pemahaman secara kausalitas, artinya kebijakan yang
diimplementasikan harus dapat memprediksikan apa dampak yang akan
terjadi dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan, hal ini mungkin
karena kekurang tepatan ‘dalam memilih teori yang “relevan dalam
implementasi kebijakan.

5. That the relationship between cause and effect is direct-and that there are few
if any, intervening links, yaitu kekomplekat suatrteori yang mendasari suatu
kebijakan merupakan matarantai yang berhubungan dengan yang lainya,
sehingga hubungan yang matamantai kausalitasnya panjang akan semakin
memungkinkan sekali terjadinya keretakan dalam implementasi suatu
kebijakan.

6. That dependency relationships are minimal, yaitu implementasi kebijakan
yang seffiipurng” menuntut persyaratan adanya satu badan tunggal yang
melaksanakan kebijakan tersebut, kalaupun ada keterkaitan dengan lembaga
lain diusahakan meminimalkan ketergantungan. Hal ini tentunya untuk
meningkatkan maksimalisasi tercapainya suatu program.

7. That there is understanding of, and agreement on objectives, yaitu
pemahaman secara menyeluruh, mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
yang akan dicapai harus dipertahankan dalam proses implementasinya.
Pemahaman ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan

holistiktisasi bagi para pelaksana yang harus jelas sejelas-jelasnya akan tujuan
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program yang di gariskan sesuai blueprint-nya melalui pemahaman berupa;
terkaitanya tujuan program, tahap-tahap pelaksanaan program, sampai kepada
petunjuk pelaksana dan petunjuk teknisnya sehingga dapat terjamin
implementasi suatu program sesuai harapan.

8. That tasks are fully specified in correct sequence, yaitu tujuan-tujuan
kebijakan yang telah disepakati dimungkinkan dan diperlukan perincian serta
penyusunan tahapan-tahapan yané tepat untuk memberikan ruang yang jelas
bagi para implementator untuk berinovasi, berkreasi, atau, adanya kebebasan
bertindak dalam koridor program yang telah dirancéng dan disepakati. Hal ini
tentunya harus di barengi dengan pengawasan‘dalam pelaksanaan program
sehingga tidak keluar dari tujuan program utamanya.

9. That there is perfect communication and co-ordination, yaitu persyaratan
yang menekankan perlu-adinya komunikasi dan koordinasi antara berbagai
elemen atau badan, yarg-terkait dengan program kebijakan ini. Hood (1976)
dalam Hogwood (1984:205) mengemukakan: “... argues that for perfect
implemeiitation to be achieved it would necessary to have completely unitary
adminiswative system — like huge army with a single line of authority=with no
compartmentalism or conflict within”.

Bahwa untuk mengimplementasikan suatu program yang sempuma di
perlukan suatu sistem administrasi satu pintu, seperti organisasi ketentaraan
yang hanya punya satu komando, tetapi hal ini suatu yang tidak mungkin
dalam suatu organisasi yang mempunyai bagian atau unit yang satu sama lain
mempunyai fokus dan intres masing-masing. Komunikasi merupakan salah
satu kontribusi penting dalam pelaksanaan koordinasi dan implementasi pada
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umumnya. Bagaimanapun sempumanya suatu komunikasi akan sulit
diwujudkan, karena komunikasi dan koordinasi akan menghadapi masalah
mendasar dalam hal bagaimana menghadapi praktek kekuasaan.

10. That those in authority can demand and obtain perfect compliance, yaitu
persyaratan terakhir ini menckankan bahwa kepatuhan terhadap perintah
dalam pelaksanaan program harus dipegang teguh para pelaksana dalam suatu
sistem administrasi dengan menghjnﬂaﬁ dan mengidentifkasi hambatan-
hambatan yang akan muncul dalam pelaksanaanya melalui komunikasi dan
koordinasi di antara unit atau badan. Oleh sebab itd supaya implementasi ini
sempurna diperlukan otoritas dan kekuasaan untuk menjaga dan menghidari
terjadinya konplik yang datang dari dalam ‘maupun dari luar unit atau badan,
hal itu bertujuan untuk tercapainya program kebijakan secara sukses.

Kesepuluh syarat untuk kesempurnaan implementasi suatu kebijakan atau
program dalam suatu sister-administrasi (publik) sebagaimana dikemukakan oleh

Hogwood merupakan tafanan ideal (rational comprehensif appraoch), yang

sebenamya sangatsulit di implementasikan dalam pelaksanaan suatu program dan

model ini meripakan model yang bersifat fop-down juga.

e. Model Winarno

Winarno (2002:158-161), megemukakan bahwa implementasi suatu
kebijakan tidak akan selalu berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itulah perlu
adanya suatu prediksi bagaimana menghadapi kecenderungan-kecenderungan
suatu kebijakan tersebut, yaitu sebagai berikut:
1. Kebijakan-kebijakan baru, karena sifatnya baru tentu cenderung

implementasinya sukar karena ada beberapa alasan:
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a. saluran komunikasi yang belum terbangun baik, hal ini berdampak
terhadap ketidak efektifan program;

b. ketidak jelasan atau kekaburan terthadap tujuan;

¢. inkonsistensi terhadap tujuan karena juklaknya tidak jelas;

d. langkanya sumber-sumber, baik menyangkut sumber informasi,
keterampilan staf, maupun sarana pendukung lainya;

¢. rendahnya prioritas dari pelaksana, karena inkonsistennyd terhadap tujuan;

f. membutuhkan tindakan-tindakan yang tidak konsisten dengan cara yang
tidak lajim dilakukan; dan

g. menyesuaikan SOP yang lama (aspek( status‘quo) karena pelaksana yang
tidak sesuai dengan kebijakan baru.

2. Kebijakan yang didesentrahisasikan, menimbulkan masalah dalam
implementasi karena telahi melibatkan banyak unit dan orang, schingga
berdampak terhadap pola komunikasi dan pengawasan.

3. Kebijakan kontroversial, suatu kebijakan yang dihasilkan dari perdebatan
yang . kurang menguntungkan akan berdampak terjadinya lempar
tangguiigjawab, terutama pada tatanan implementasi oleh para implementator
dilapangan.

4, Kebijakan-kebijakan yang kompleks, sama seperti kebijakan kontroversial
akan menyulitkan bagi pelaksana dalam mengimplementasikan suatu
kebijakan dan akan menimbulkan interpretasi bahkan distorsi dalam

pelaksanaanya.
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5. Kebijakan yang berkaitan dengan krisis, hal ini berkaitan dengan hal-hal
makro yang melibatkan antar negara yang berimplikasi terhadap
implementasi dilapangan.

6. Kebijakan yang ditetapkan pengadilan, kecenderungan terjadinya kekeliruan
dalam pelaksanaan karena saluran formal untuk mentransmisikannya kurang
memadai, disisi lain saluran informal kurang di percaya, sehingga berdampak
ketidak konsistenan dan kekaburan dalam hnplenicntasi program,

Model ini melihat bagaimana implementasi suatu kebijakan menghadapi
permasalahan dan berdampak terhadap pelaksanaanya:dodel ini mengambarkan
bagaimana sebenarnya implementasi sQiatu  kebijakan baru  dapat
diimplementasikan dengan menghadapi. berbagai permasalahanya. Model ini
secara implementatif perlu adanya pemahaman yang jelas dari para administrator
dilapangan dan pengimplementasian program memerlukan  waktu untuk
mengkomunikasikan dah /mengkoordinasikan dengan sasaran program dan

lembaga terkait, serta' daya dukung sumber-sumber yang cukup memadai.

5. Tinjauan Tentang Bantuan Operasional Sekolah

Pengertian Bantuan Operasional Sekolah Agar pelaksana program BOS
dan masyarakat memahami program BOS dengan benar, maka dalam hal ini akan
diuraikan tentang definisi Biaya Pendidikan dan terminologi program BOS.

Biaya Satuan Pendidikan (BSP) adalah besarnya biaya yang diperlukan
rata—rata siswa tiap tahun, sehingga mampu menunjang proses belajar mengajar
sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

BSP investasi adalah biaya yang dikeluarkan setiap siswa dalam satu tahun

untuk pembiayaan sumberdaya yang tidak habis pakai dalam kurun waktu lebih
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dari satu tahun. Seperti pengadaan tanah, bangunan, buku, alat peraga, media,
perabot dan alat kantor. Sedangkan BSP Operasional adalah biaya yang
dikeluarkan setiap siswa dalam satu tahun untuk pembiayaan sumberdaya
pendidikan yang habis pakai dalam satu tahun. BSP mencakup biaya personil dan
biaya non personil.

Biaya personil meliputi biaya untuk kesejahteraan (honor kelebihan jam
mengajar , Guru Tidak Tetap (GTT), Pegawai Tidak Tetﬁp (PTYL), uang lembur
dan pengembagan profesi guru, musyawarah kerja kepala sekolah, kelompok
kerja Kepala Sekolah, Kelompok Kerja Guru, dan laind —iain.

Biaya non personil adalah biaya umfuk ‘penunjang kegiatan belajar
mengajar, evaluasi/penilaian, perawatan/ pemeliharaan daya dan jasa, pembinaan
kesiswaan, rumah tangga sekolah dan supérvisi. Selain dari biaya-biaya tersebut,
masih terdapat jenis biaya personal yang ditanggung oleh peserta didik, misalnya
biaya transportasi, konfumsi, ‘seragam, alat tulis, keschatan, rekreasi, dan
sebagainya.

Bantuan-operasional sekolah (BOS) secara konsep mencakup komponen
untuk biaya-operasional non personil hasil studi Badan Penelitian dan
Pengembangan, Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbang Depdikbud).

Namun karena biaya satuan yang digunakan adalah rata-rata nasional
maka penggunaan BOS dimungkinkan untu untuk membiayai beberapa kegiatan
lain yang tergolong dalam biaya personil dan investasi. Namun perlu ditegaskan
bahwa prioritas utama BOS adalah untuk biaya operasional non personil bagi

sekolah.
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Oleh karena itu keterbatasan dana BOS dari pemerintah Pusat, maka biaya
untuk investasi sekolah dan kesejahteraan guru harus dibiayai dari sumber lain.
Dengan prioritas utama dari sumber pemerintah daerah dan selanjutnya dari

partisipasi masyarakat yang mampu.

B. Kerangka Berpikir

Pelaksanaan pendistribusian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di
Kabupaten Kepulauan Aru secara nyata telah terealisasi sampai gada triwulan ke
tiga. dalam pelaksanaannya periu sebuah evaluasi_dari penyaluran ataupun
distribusi dana BOS tersebut schingga dari evaluagi tahap pertama serta observasi
pada penyaluran BOS tahap ketiga diharapkan mampu memberikan titik terang
tentang kondisi di lapangan. Agar prograin - ini berjalan lancar dan transparan
maka diperlukan kerjasama berb&gai pihak yang terkait sehingga segala bentuk
penyimpangan dapat diminimalisir. Dengan demikian diharapkan dana yang
dikucurkan benar-bendr dapat multiguna sesuai dengan apa telah ditetapkan.

Gambar 2.2

KERANGKA BERPIKIR

Input
- UU No. 20 Tahun 2003
- Permendikbud No. 51 Tahun 2011
- Permendagri No. 62 Talum 2011

- Permenkeu No. 210/PMK.07/2011

1

/ Prases
Implementasi Kebijakan Tepat Sasaran
Penyaluran Dana BOS 1. Sekolah
1. Komunikasi 2. Siswa
2. Sumber daya
3. Disposisi

K 4, Struktur Birokrasi

Sumber : Dielabarasi dari Edward [11, 1980
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Pada penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan maksud untuk
memperoleh gambaran yang utuh atas informan penelitian sehingga dapat
menjabarkan fokus penelitian tentang penyaluran Dana BOS untuk meringankan
beban masyarakat terhadap Pembiayaan Pendidikan dalam rangka Wajib Belajar 9
Tahun yang Bermutu. Pendekatan kualitatif merupakan proSedur-penelitian yang
menghasilkan data deskriptif melalui pengungkapanKata-kata tertulis atau lisan
dari orang-orang, peristiwa tertentu secara rinci dan‘mendalam serta perilaku yang
diamati.

Ada beberapa pertimbangan. yang mendasarkan pada penggunaan
pendekatan kualitatif dalam suatu penelitian antara lain : (1) penelitian kualitatif
menyajikan bentuk yang jmesyeluruh (holistik) dalam menganalisis suatu
fenomena; (2) penclitidnjenis ini lebih peka menangkap informasi kualitatif
deskriptif, dengan‘ cara relatif tetap berusaha mempertahankan keutuhan
(wholeness)\dari obyek yang berarti bahwa data yang dikumpulkan dalam rangka
studi kasus dipelajari sebagaj keseluruhan yang terintegrasi.

Salah satu keunggulan metode kualitatif, adalah strategi penyelidikan yang
naturalistik dan induktif dalam mendekati suatu suasana (sefting) tanpa hipotesis-
hipotesis. Teori muncul dari pengalaman kerja lapangan dan berakar (grounded)
dalam data. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang
menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan

tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.
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Mengacu kepada pengertian penelitian kualitatif yaitt memberikan ciri
khusus sebagai berikut : (1) Penelitian kualitatif dilakukan pada latar ilmiah
sebagai sumber langsung dan peneliti merupakan sumber kunci, (2) Bersifat
deskriptif yang menggambarkan situasi tertentu atau data yang dikumpulkan
berbentuk kata-kata  atau gambar-gambar dari pada angka, (3) lebih
memperhatikan proses dari pada hasil atau produk semata, (4) Dalam
menganalisis data cenderung induktif , (5) Makna merupakan hal, yang esensial
bagi penelitian kualitatif. Sedangkan sumber data utima, dalam penelitian

kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan.

B. Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian” ini ditetapkan secara purposive,
yaitu mereka yang dianggap niempunyai kompetensi dan kaitannya dengan:
Implementasi kebijakan penyaluran dana BOS di Kabupaten Kepulauan Aru.
Penstapan informan _{alam penelitian sesuai pandangan para ahli untuk tujuan
tertentu atau situasi tertentu. (Neuman, 1997:26).
1. Kepala.Dinas'Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2. Ketua Tim Manajemen BOS Kabupaten sebanyak 5 (lima) orang
3. Kepala Sekolah
4. Komite Sekolah

5. Orang Tua
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C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai instrumen utama. Dikatakan sebagai
instrumen utama karena peniliti berfungsi dalam menetapkan fokus penelitian
penelitian, memilih subjek penelitian, melakukan pengumpulan data, menilai
kualitas data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Peneliti memilih subjek untuk memperoleh data di lapangan, bergaul,
mengamati, dan bersosialisasi dengan mereka. Dengan demikian-peneliti menjadi
alat utama dalam penelitian kualitatif. Peneliti kualitatif ‘memandang bahwa
realitas itu holistik dan dinamis sehingga segala sesuatu/séluin mempunyai bentuk
yang pasti. Dalam keadaan demikian tidak ada.pilihan lain hanya peneliti itu
sendiri sebagai alat untuk mencapainya.

Sugiyono (2007) mengemukakair kembali pendapat Nasution, bahwa
beberapa kelebihan peneliti sebagai®instrumen adalah : (1) peneliti sebagai alat
peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus, (2) peneliti dapat menyesuaikan
diri terhadap semua \aspelC (3) peneliti dapat menangkap semua situasi secara
keseluruhan, «(4) \memahami suatu situasi tidak hanya melalui perasaan dan
keterlibatan\.dalam menyelaminya, (5) peneliti dapat segera mungkin dapat
menganalisis, menafsirkan, dan menyimpulkan makna data, dan (6) manusia dapat
memperhatikan atau menyimpan respon yang aneh, karena dapat digunakan untuk
meningkatkan pemahaman terhadap yang diteliti.

Untuk melengkapi alat perolehan data maka akan digumakan beberapa
instrumen lain seperti : pedoman wawancara, pedoman observasi, catatan

lapangan, dan handicame.
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1. Pedoman wawancara; berisi petunjuk-petunjuk wawancara kepada subjek
(informan) yang berfungsi untuk mengarahkan wawancara agar tidak keluar
dari konteks dan fokus penelitian.

2. Pedoman observasi; digunakan sebagai alat bantu dalam mengamati data yang
tidak sempat terekam melalui wawancara. Pedoman tersebut berisi petunjuk-
petunjuk yang membantu peneliti agar hasil wawancara dapat dimaknai dengan
mempehatikan ekspresi, suasana, kegiatan kondisi-kondisi “internal subjek -
penelitian.

3. Kamera; sebagai alat bukti dan menyimpan data.yarg diperoleh saat di lokasi

penelitian maupun saat wawancara berlangsung.

D. Prosedur Pengumpulan data

1. Data Primer, Data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa
terjadi. Data primer atap/sumber primer merupakan suatu objek atau dokumen
original-original mentdh dari pelaku yang disebut “first hand information™.

2. Data Sekuiider.\Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan
kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian
dilakukan. Data sekunder ini bersumber dari dokumen-dokumen resmi yang
berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Dokumen ialah setiap bahan tertulis, film, sumber tertulis, yang dapat
terbagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi

dan dokumen resmi (Moleong, 2002:160).
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E. Metode Analisis Data

Data-data informasi yang diperoleh dalam penelitian akan dianalisis
dengan menggunakan model interaktif. Payto dalam Moleong (2000:103), model
interaktif adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam
suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.

Dalam model interaktif terdapat tiga komponenn analisis menurut Miles
dan Humberman (1992:16-19), yaitu :

a. Pengumpulan data : Data dikumpulkan sebanyak-banyaknya untuk dapat
memberikan jawaban dari permasalahan yang dikdji dan bersifat kualitatif
maupun kuantitatif.

b. Reduksi data; sebagai proses pemelihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan dan.ttansformasi data kasar yang muncul dari
catatan-catatan tertulis dilapangan.” Reduksi data berlangsung terus menerus
selama penelitian berlangsung’

c. Penyajian data; | sekumpulan informasi tersusun yang memberikan
kemungkinan.adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

d. Penarikan.Kesimpulan/verifikasi; secbagian dari satu kegiatan dari konfigurast
yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian

berlangsung. Model analisis data tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :
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Model analisis data kualitatif menurut Miles dan Humberman (1992)

Gambar: 3.1

Pengumpulan _ Penyajian Data

Data

Reduksi Data
Penarikan

Kesimpulan
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BABYV
SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Penyaluran

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru, maka peneliti menyimpulkan :

1. It;lplementasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah
belum dilaksanakan sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat
dan penyalurannya langsung dikirim melalui rekening sekolah tetapi aturan-
aturan tersebut masih dapat disalah gunakanyintuk kepentingan perorangan.

2. Kesuksesan implementasi kebijakan penyaluran Dana Bantuan Operasional
Sekolah dipengaruhi oleh faktor-fakior komunikasi yang terjadi dengan baik
diantara Pemerintah Daérah “dan Pemerintah Pusat, Sumberdaya aparatur
pemerintah daerah, disposisi/perilaku para aparatur, struktur birokrasi yang

baik dalam pemerintah daerah.

B. SARAN

1. Mengurangi prosedur penyaluran dana BOS schingga dapat mencegah
keterlambatan dalam penyaluran dana BOS.

2. Memberikan pelatihan dan pendampingan bagi bendahara BOS untuk

membuat laporan pertanggung jawaban agar tidak menemui kendala.
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PEDOMAN OBSERVASI]

Peneliti sebelum melakukan observasi, agar mendapat data atau informasi
dilapangan yang akurat, maka perlu dibuat pedoman umum untuk hal-hal penting
yang akan diobservasi. Meskipun data pelaksanaan observasi tetap akan
dikembangkan dilokasi penelitian sesuai dengan kebutuhan tujuan penelitian.
Adapun pedoman observasi sebagai berikut :

1. Melakukan observasi -terhadap gedung kantor;

2. Melakukan observasi terhadap sarana dan prasarana;

3. Melakukin observisi terhadap struktur organisasi;

4. Melakukan observasi terhadap Visi Misi, \Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anu;

5. Melakukan observasi terhadap \Keépals Ditias Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru tentang Penyaluran Dana BOS;

6. Melakukan observasi #érhadap Ketua Tim Manajemen BOS;

7. Melakukan observasi terhadap Mekanisme Pengpunaan Dana BOS;

8. Melakukan observasi terhadap Larangan Penggunaan Dana BOS;

9. Melakukan observasi terhadap hal-hal yang harus diperhatikan dalam
penggunaan Dana BOS;

10. Melakukan observasi terhadap Sasaran Program BOS;

11. Melakukan observasi terhadap Hakikat pembiyaan pendidikan;

12. Melakukan observasi tethadap Kepala Sekolah Negeri dan Swasta ;

13. Melakukan observasi terhadap Komite Sekolah;

14. Melakukan observasi tethadap Wali Murid;
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PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dilakukan secara meluas dan mendalam, yakni setiap pertanyaan dapat
dikembangkan agar diperoleh informasi yang akurat. Adapun pertanyaan yang selanjutnya

disebut pedoman wawaricara adalalt sebagai berikut :
A. Kepala Dinas Pendidikan

1 Kebijakan yang dijjadikan dasar penyaluran Dana BOS adalah?

2 Kebijakan yang dimaksud apakah Undang-undang, Peraturdn’ Pemerintah,
Keputusan Menteri atau lainnya?

3 Apakah kebijakan tersebut selalu digunakan untuk setiap penyaluran Dana BOS?

4 Apakah pada setiap penyaluran Dana BOS kebijakén ~tefsebut berubah sesuai
dengan proses penyaluran Dana BOS?

B. Kepala Sekolah

1 Apakah RAPBS dapat dilaksanakan dengan baik terutama sesudah diterimanys
dana BOS ?

2 Apakah Sekolah menarik sumbangan lain di luar SPP bila ada kegiatan
insidental terutama setelah diterimanya dana BOS ?

3 Bagaimana gambaran SPP siswa 3 tahun sebelum dan sesudab menerima
program BOS ?

4 Apakah wali murid\Sering memberi pertimbangan/masukan guna kemajuan
sekolah, terutama-setelah diterimanya dana BOS ?

5 Jika ya, bentuk pertimbangan/masukan/rekomendasi apa yang pernah diberikan
oleh wali murid Kepada sekolah terutama setelah diterimanya dana BOS ?

6 Dalam setiap kégiatan yang melibatkan wali murid apakah mereka selalu hadir
dalam kegiatan tersebut ? Berapa persen kira-kira yang hadir dalam kegiatan
tersebut ?

7 Berapa persen wali murid yang menyumbang berupa barang kepada sekolah,
terutama setelah diterimanya dana BOS ?

8 Bentuk sumbangan barang apa yang pernah diberikan oleh wali murid kepada
sekolah, berupa apa, dan berapa _]umlahnya, terutama setelah diterimanya dana
BOS ?

9 Berapa persen wali murid yang menyumbang berupa uang kepada sekolah,
terutama setelah diterimanya dana BOS ?

10 Dalam pembuatan dan perumusan program kerja dan RAPBS, apakah pihak
sekolah mengajak serta anggota komite sekolah terutama setelah diterimanya
dana BOS ?

11 Apakah menurut Bapak, wali murid sudah sangat mendukung semua program
dan kebijakan yang ditetapkan sekolah ?
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C. Wali Murid

1
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Setelah diberikan dana BOS, apakah bapak pernah memben sumbangan
kepada sekolah 7

Jika ya, berupa apa sumbangan itu dan berapa besarnya ?

Apakah anda pernah memberikan dukungan moral kepada sekolah ?
Sebutkan bentuk dukungan moral yang telah anda berikan kepada sekolah.
Terutama setelah diterimanya dan BOS ?

Walaupun sudah ada program BOS, apakah masih ada tarikan diluar biaya
SPP untuk membiayai operasional sekolah ?

Apakah anda pernah memberikan saran-saran kepada sekolah ?

Jika ya, tolong tuliskan saran-saran yang pernah anda berikan tersebut ?
Apakah bapak tahu program kerja sekolah dan RAPBS ?

Bagaimana pendapat anda tentang program kerja sekolah, terutama setelah
diterima program BOS di lembaga ini ?

Komite Sekolah

Selama anda menjadi pengurus komite sekolalt, apakKah anda pernah memben
masukan kepada kepala sekolah terutama3 tahun sesudah diterimanya dan
BOS ?

Apakah anda selalu hadir dalam rapat dan perumusan program kerja sekolah
atau pembuatan RAPBS ?

Menurut anda, apakah sekolah , melaksanakan RAPBS dengan baik, terutama
sesudah diterimanya dana BOS\?

Menurut anda apakah masifiperiu tarikan/tambahan biaya dari wali murid
setelah diterimanya dana BOS ?

Apakah anda pemnah memberikan saran-saran kepada sekolah ?

Jika ya, tolong tuliskan safan-saran yang pemah anda berikan tersebut ?
Apakeh anda pemahihemberi dukungan moral kepada sekolah ?

Jika ya, tuliskan bentuk dukungan moral tersebut ?

Apakah kemite sckolah mempunyai program kerja komite ?

Jika ya, tolong tuliskan secara singkat program kerja komite sekolah itu ?

E. Ketua Tim Manajemen BOS

WM

Kebijakan yang dijadikan dasar penyaluran Dana BOS adalah?

Kebijakan yang dimaksud apakah Undang-undang, Peraturan Pemerintah,
Keputusan Menteri atau lainnya?

Apakah kebijakan tersebut selalu digunakan untuk setiap penyaluran Dana BOS?
Apakah pada setiap penyaluran Dana BOS kebijakan tersebut berubah sesuai
dengan proses penyaluran Dana BOS?
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HASIL WAWANCARA

Adapun hasil wawancara ini diperoleh dari narasumber yang menjadi subjek dalam
penyaluran Dana BOS di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru
mulai dari Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal terkait, Kepala Sekolah dan Wali Murid,

selanjutnya akan disebut dengan insial nama. Hasil wawancara ini adalah sebagai berikut :

A. Pemerintah Daerah

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Subyek Deskrinsi

NG Kebijakan yang dijadikan dasar penyaluran/Dana BOS adalah?

1G Proses kon_lugika:v.i yang berdampak positf pada penyaluran dana BOS
adalah Sosialisasi akan adanya penyaluran dan BOS.

NG Kebijakan yang dimaksud apakah‘iUndang-undang, Peraturan
Pemerintah, Keputusan Menteri atau iainnya?
Kewajiban Pemerintah memberikan dana BOS atau pendidikan gratis

IG mengacu pada UU Sisdiknas ‘pasal 46 ayat 1, Pendanaan pendidikan
menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah dan
masyarakat.

NG Apakah kebijakan _fersebut selala digunakan untuk setiap
penyahiran DanaBOS?

1G Penyalturan dand BOS harus transparan, menjalin kemitraan dengan wali
murid dan komite sekolah.

NG Apakah pada'setiap penyaluran Dana BOS kebijakan tersebut
berubali sesuai dengan proses penyaluran Dana BOS?

IG Tidak) karena mengacu pada Juknis BOS

B. Kepala Sekolah

Subyek Deskripsi
NG-1 Apakah RAPBS dapat dilaksanakan dengan baik terutama sesudah
diterimanya dana BOS ?
PI Ya
JL Ya, dapat dilaksanakan dengan baik
MK Ya
JD Ya
DS Ya, dilaksanakan dengan baik
FJ Ya
NG -2 Apakah Sekolah menarik sumbangan lain di luar SPP bila ada
kegiatan insidental terutama setelah diterimanya dana BOS ?
KoleFdi Perpy fm.unwe;suaslerbukaf




41544 pdf

JL Ya, bantuan orang tua murid yaitu sumbangan uang pembangunan
MK Tidak
JD Tida ada
DS Tidak ada sumbangan lain
FJ Ya
Bagaimana gambaran SPP siswa 3 tahun sebelum dan sesudah
NG -3 .
menerima program BOS ?
PI
JL Pembangunan Juran Komite Rp. 25.000/bulan
MK Pembayarannya dilaksanakan dengan baik tanpa ada keluhan dan wali
murid
JD Sekolah tidak memungut dana pembayaran SPP dari siswa
DS S.cbelum menerima program BOS siswa menderita, (setelah menerima
siswa senang
EJ Siswa membayar sesuai latar belakang ekonomi orang tua
NG -4 Apakabk wali murid sering memberi pértimbsngan/masukan guna
kemajuan sekolah, terutams setelah diterimanya dana BOS ?
Pl Tidak pernah
JL Ya
MK Tidak
JD Ya
DS Sebelum menerima BOS selalu beri masukan/pertimbangan orang tua,
setelah terima tidak ada masukan
FJ Ya
Jika ya, benfik ' pertimbangan/masukan/rekomendasi apa yang
NG -5 pernah diberikin oleh wali murid kepada sekolah terutama setelah
diterimanya dana BOS ?
Pl :
JL Agar penggunaan dana BOS dengan baik
MK
JD
Setelah terima dana BOS tidak ada beban orang tua lagi, schingga tidak
DS
ada komentar
B Dibuatnya Juran Komite untuk membantu sekolah mengatasi
kekurangan dana
Dalam setiap kegiatan yang melibatkan wali murid apakah mereka
NG -6 selalu hadir dslam kegistan tersebut ? Berapa persen kira-kira
ang hadir dalam kegiatan tersebut ?
PI Kurang menghadiri kegiatan yang dilakukan disekolah kira-kira 10%
JL Ya, sekitar 80%
MK Ya, hadir 90%
JD Hadir 80%
DS Dalam setiap kegiatan wali murid selalu hadir 95%
FJ Ya, 95%

pu
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! Berapa persen wali murid yang menyumbang berupa barang

NG-7 kepada sekolah, terutama setelah diterimanya dana BOS ?
Pl Belum pernah menyumbang sesuatu apapun
JL Tidak pernah
MK Tidak
JD Tidak ada
DS 50%
¥ 0%
Bentuk sumbangan barang apa yang pernah diberikan oleh wali
NG -8 murid kepada sekolah, berupa apa, dan berapa jumlahnya,
terutama setelah diterimanya dana BOS ?
PI Tidak ada :
JL Tidak ada
MK Tidak ada
JD Tidak ada
DS Apabila sekolah membuat kegiatan tetap wdll'mufid menyumbangkan
berupa uang atau barang
FJ Tidak ada
NG-9 Berapa persen wali murid yang meayumbang berupa uang kepada
sekolah, terutama setelah ditérimanya dana BOS ?
PI Tidak ada
JL Sumbangan uang pembarigunan dari orang tua wali sekitar 58%
MK Tidak
D Tidak ada
DS 50% - 60%
¥l 0,1%
Dalam pembustan dap perumusan program kerja dan RAPBS,
NG -10 apaksh-pitiak sekolah mengajak serta anggota komite sekolah
terutamia setelah diterimanya dana BOS ?
PI Ya
JL Pembuatan RAPBS melibatkan Guru, Komite, dan orang tua wali
MK Ya
JD
DS Setiap pembuatan dan perumusan tetap bersama komite
FJI Ya
NG -11 Apakah menurut Bapak, wali murid sudah sangat mendukung
semus program dan kebijakan yang ditetapkan sekolzh ?
Pl Ya
JL Ya
MK Ya
JD Belum maksimal
DS Wali murid sangat mendukung
FJ Ya
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C. Wali Murid
Subyek Deskripsi
NG -1 Setelah diberikan dana BOS, apakah bapak pernah memberi sumbangan
kepada sekolah ?
SO Tidak pernah
TT Ya
NN Tidak
JL Tidak
IR Tidak

NG-2 Jika ya, berupa apa sumbangan itu dan berapa besarnya ?

TT Iuran Komite Rp. 25.000,-/bulan dan sumbangan uang peitibangunan
NN Tidak
JL Tidak
IR Tidak

NG-3 Apakah anda pernah memberikan dukunganmioral kepada sekolah ?

SO Tidak

TT Tidak
NN Tidak
IR Memberi semangat dan bantuan

Sebutkan bentuk dukungan, moral yang telah anda berikan kepada

NG -4 sekolah. Terutama setélah diterimanya dan BOS ?

Tidak

Tidak

Tidak

=|E121H(8

Memberikarhhimbauan dan dorongan

Walaupun sudah ada program BOS, apakah masih ada tarikan diluar

NG -5 biaya SPP untuk membiayai operasional sekolah ?

Tidak

Tidak ada sumbangan lain hanya bantuan orang tua untuk pembangunan
gedung lantai dua

Tidak

Tidak ada

BEZ| S (8

Tidak ada

NG -6 Apakah anda pernah memberikan saran-saran kepada sekolah ?

SO Tidak

TT Ya
NN Tidak
JL Ya

IR Pernah
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NG -7 Jika ya, tolong tuliskan saran-saran yang pernah anda berikan tersebut ?

TT Ya, agar mutu pendidikan lebih ditingkatkan
NN Tidak
JL Memperhatikan siswa selama proses belajar mengajar berlangsung
R Memberi arahan kepada wali murid tentang pendidikan |
NG-8 Apakah bapak tahu program kerja sekolah dan RAPBS ?
SO Tidak tahu
TT Ya
NN Tidak
JL Tidak
IR Tahu
NG -9 Bagaimana pendapat anda tentang program Kerja ‘sekoiah, terutama
setelah diterima program BOS di lembaga ini ?
SO Segala program berjalan dengan baik
TT Program sckolah berjalan dengan baik, juga’penggunaan dana BOS
NN Program yang dilaksanakan sangat terarah dan jelas
IL Sangat membantu kami sebagai omiag tua dalam pengeluaran biaya
sekolah (sekolah gratis)
IR Program BOS di sekolah ini berjalan sesuai dengan petunjuk |

D. Komite Sekolah

Sabyek Deskripsi
Selama anda, ménjadi pengurus komite sekolah, apakah anda pemah
NG-1 memberi masukan kepada kepala sekolah terutama 3 tahun sesudah
diterimanhyadan BOS ?
BT Tidak pertiah
NN Ya
YT Pemah
YK Ya
NG -2 Apakah anda selalu hadir dalam rapat dan perumusan program kerja
sekolah atau pembuatan RAPBS ?
BT Tidak
NN
YT Ya
YK Selama pertemuan, perumusan Komite selalu hadir
NG -3 Menurut anda, apakah sckolah melaksanakan RAPBS dengan baik,
ferutama sesudah diterimanya dana BOS ?
BT Ya
NN Ya baik
YT Ya
Kold¥&; PorplidiBkaan Universitas Terbuka
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Menurut anda apakah masih periu tarikan/tambahan biaya dari wali murid

NG-4 setelah diterimanya dana BOS ?
BT Tidak periu
NN Tidak
YT Tidak perlu
YK Harus ada tambahan biaya dari wali murid

NG-5 Apakah anda pernah memberikan saran-saran kepada sekolah ?

BT Tidak

NN Ya
YT Sering
YK Selalu memberikan saran-saran

NG-6 Jika ya, tolong tuliskan saran-saran yang pernah anda'bérilean tersebut ?

Diajarkan agar sekolah memberi sanksi atau hukuman yang setimpal bagi

NN siswa yang melanggar tata tertib sekolah
YT -
YK Pendidikan ini paling penting, sehingga tidak boleh bersungut-sungut

NG-7 Apakah anda permah memberi dikungan moral kepada sckolah ?

BT Tidak

NN Ya
YT Pernah
YK Kadang-kadang
NG-8 Jika ya, tuliskan bentuk dukungan moral tersebut ?
BT
NN Memberi motivasi dan dorongan agar siswa disiplin
YT -
YK -

NG -9 Apakah komite sekolah mempunyai program kerja komite ?

BT Tidak ada

NN Tidak
YT Tidak ada
YK Ada

NG - 10 Jika ya, tolong tuliskan secara singkat program kerja komite sekolah itu ?

=123
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E. Keftua Tim Manajemen BOS

1 Kebijakan yang dijadikan dasar penyaluran BOS adalah?

BOS merupakan program pemerintah pusat yang di peruntukan atau berfungsi
meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni
APM) dan Wajar 9 Tahun.

5

Kebijakan yang dimaksud apakah Undang-undang, Peraturan Pemerintah,
Keputusan Menteri atau lainnya?

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran
2012. Peraturan inilah yang menjadi acuan bagi Tim Manajemen BOS dalam
bekerja.

5

Apakah kebijakan tersebut selalu digunakan untuk setiap penyaluran BOS?

Ya

Apakah pada setiap penyaluran Dana BOS kebijakan tersebut berubah sesuai
dengan proses penyaluran BOS?

g = 8]«

Tidak, berubah apabila Petunjuk Teknis berubah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Sumber Data/Informan E‘P}-’- jmk[\ﬂs 5 DP(HﬂKLDDfY N|P- MS'-]-Oélo 148163 lolﬁ

Lokasi

Tanggal

PEDOMAN WAWANCARA
UNTUK KEPALA SEKOLAH

NURTJE IRINE DJOYS GUYEN

Stp KIS TEN

.

Apakah RAPBS dapat dilaksanakan dengan  baik / terutama sesudah

diterimanya dana BOS?

...)‘/ ° N (I PT PE R ALY

Apakah sckolah menarik sumbangan 'lain di luar SPP bila ada kegiatan

insidental terutama setelah diterimanya dana BOS?

LI08 k.. 204

Bagaimana gambaran pembayaran SPP siswa 3 tahun sebelum dan sesudah

menerima \program BOS?
Jekocat! TRk Aeximsar JAR  LernbeyerGl C PA

Apakah wali murid sering memberi pertimbangan/masukan guna kemajuan

sekolah, terutama setelah diterimanya dana BOS?

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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5. Jika Ya. Bentuk pertimbangan/masukan/rekomendasi apa yang pernah
diberikan oleh wali murus kepada sekolah terutama setelah diterimanya

dana BQS?

6. Dalam setiap kegiatan yang melibatkan wali murid apakah mereka selalu
hadir di kegiatan tersebut? Berapa persen kira-kira yang hadir dalam

kegiatan tersebut?

epr Bk

7. Berapa persen wali murid yang menyumbdng ‘berupa barang kepada

sekolah, terutama setelah diterimanya danaBOS?
Lrosk  Ane

-

8. Bentuk sumbangan barang apa yang pernah diberikan oleh wali murid
kepada sekolah, beruga) apa; dan: berapa jumlahnya, terutama setelah

diterimanya dana BOS?

Znnk A48

9. Berapa persen wali murid yang menyumbang berupa uang kepada sekolah,

terutama setelah diterimanya dana BOS?
7184 BO6

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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10. Dalam pembuatan dan perumusan program kerja dan RAPBS apakah pihak
sckolah mengajak serta anggota komite sekolah terutama setelah

diterimanya dana BOS?

11. Apakah menurut Bapak, wali murid sudah sangat mendukung semua

program dan kebijakan yang ditetapkan sekolah?
Betum) gL Simpl

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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PEDOMAN UNTUK WAWANCARA

UNTUK KOMITE SEKOLAH
Peneliti : NURTIJE IRINE DJOYS GUYEN
Sumber Data/Informan : YAKDEA TITO. NIP. l%? 'DZG 2006 6‘1 20?—[
Lokasi : SMP- STy

Tanggal

1. Selama Bapak menjadi Pengurus Komite Sekolah, apakah Bapak pernak
memberi masukan kepada sekolah terutama 3 tahun sesudah’diterimanya dan

BOS?
fBR o

2. Apakah Bapak selalu hadir dalam rapst.dan perumusan program kerja sekolah
atau pembuatan RAPBS?

Y5

3. Menurut Bapak, apaksh sekolah melaksanakan RAPBS -dengan baik, terutama

sesudah diterimanya dana BOS?

X4

wlaglipbariladvanases

4. Menurut Bapak apakah masih perlu tarikan/tambahan biaya dari wali murid

setelah diterimanya dana BOS?
T1oet  pPerlts

5. Apaksh Bapak pernah memberikan saran-saran kepada sekolah?
JoRins &

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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6. Jika Ya. Tolong tulislah saran-saran yang pernah Bapak berikan tersebut (Jika
Tidak, kosongkan isian ini).

7. Apakah Bapak pernah memberi dukungan moral kepada sekolah ini?
PERALH

8. Jika Ya. Tulis bentuk dukungan moral tersebut (Jika Tidak, kosongkan isian
ini).

oyl

9. Apaksh Komite sekolah mempunyai program kerja komite?
T84 404

10. Jika Ya. Tolong tuliskanSecara singkat program kerja komite sekolah itu.

Lo

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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PEDOMAN WAWANCARA
UNTUK WALI MURID
Peneliti : NURTJE IRINE DJOYS GUYEN
Sumber Data/Informan  : E’P k. TH. TALAGEMBUN
Lokasi : SMP JoSUDARSO DoBO

Tanggal

1. Setelah diberikan dana BOS. Apakah Bapak pernah membeyi.sumbangan
kepada sekolah?

Ya.

------

2, Jika Ya. Berupa apakah sumbangan itu dan berapa besarnya (Jika Tidak.

Kosongkan isian ini).

Turap Komdte Qp&f’ooo/Pga]an dan Su-mbaﬁ{m
Lwiﬂ ’pembww[&wdﬂ

3. Apakah Bapak pernab miemberikan dukungan moral kepada sekolah ini?

—

4, Sebutkan bentuk dukungan moral ya'ng telah Bapak berikan kepada sekolah
ini. Terutama setelah diterimanya dana BOS. (Jika Tidak, kosongkan isian

ini).

5. Walaupun sudah ada program BOS, apakah magsih ada tarikan diluar biaya
SPP untuk membiayaj operasmnal sekolah
Wo\,

Tidak. ada

Qrang Tizh Wukf'bembdmlunm qcclumq lastar 2.
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6. Apakah Bapak pernah memberi saran-saran kepada sekolah?

&a.

7. Jika Ya. Tolong tulislah saran-saran yang permah Bapak berikan tersebut
(Jika Tidak, kosongkan isian ini)

da, (\]ﬂdp mudu. ‘? MLW &—bdw &&@W

8. Apakah Bapak tahu tentang program kerja sekolah dan RAPBS?

Ya
Yo

9. Bagaimana pendapat Bapak tentahg program kerja sekolah, terutama |

scit)e'lglclig;t; EE;) am BOS di lz baga } W-
'Tuqm "beu,gq;mam cfum, DOS -
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